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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT vyang telah
mencurahkan Rahmat dan Nikmat-Nya sehingga kami Stakeholder Pengadilan Negeri
Meureudu dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Meureudu Tahun
2021 merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi
Pengadilan Negeri Meureudu pada Tahun Anggaran 2021. Penyusunan LKjIP Pengadilan
Negeri Meureudu mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 ini menggambarkan
tentang jati diri sebuah instansi pemerintahan dalam hal ini sebagai lembaga peradilan
yang mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsinya untuk
mempertanggungjawabkan kinerja dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran
(target) dan indikator yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Meureudu Tahun
2021 serta mewujudkannya rencana stategis yang sinergi sesuai dengan reviu Rencana
Strategis yang ditetapkan tahun 2020-2024.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun
vang akan dating dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri,

serta berguna bagi semua pihak.

Kamis, 17 Februari 2022
Ketua.Pengadilan Negeri Meureudu

NIP. 19750911 zqonf/ 005



EXECUTIVE SUMMARY

Pengadilan Negeri Meureudu sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan
kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan dan peran
yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan sebagaimana tersebut dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, yaitu di bidang hukum dan
aparatur. Untuk itu, seluruh program kerja Pengadilan Negeri Meureudu didasarkan pada
tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana
Strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-
2024, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan penetapan Kinerja secara
konsisten dan berkesinambungan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang
ditetapkan datam penetapan kinerja tahun 2021 terdapat 2 sasaran strategis yang
berhasil dilaksanakan dengan baik, yaitu :

1. Terwujudnya Proses Preadilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Secara keseluruhan rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Meureudu

adalah sebesar 98% (sangat baik). Rincian pencapaian kinerja masing-masing

indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut :



1. SASARAN STRATEGIS 1 : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI,
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis

a. Persentase Sisa Perkara yang

Diselesaikan 100% 100%
e Perdata 0% 0%
¢ Perdata Khusus 100% 100%
* Pidana 100% 100%

e Pidana Khusus
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan

Tepat Waktu 80% 100%
e Perdata 0% 0%
e Perdata Khusus 100% 100%
¢ Pidana 100% 100%
o Pidana Khusus
c. Persentase Penurunan Sisa Perkara 5% 0%
e Perdata 0% 0%
o,
e Perdata Khusus il 88%
e Pidana L4 0%
e Pidana Khusus
d. Persentase Perkara yang Tidak
= 80% 95%
Mengajukan Upaya Hukum
. 85% 98%
s Banding
. 90% 100%
e Kasasi
e Kembali 5% 20%
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang 859% 90%

Diselesaikan dengan Diversi
f. Index Kepuasan Pencari Keadilan




2. SASARAN STRATEGIS 2 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN
PERKARA
Tabel 2. Sasaran Strategis 2

a. Persentase isi putusan yang diterima 100% 100%
oleh para pihak tepat waktu
b. Persentase perkara yang diselesaikan 599, 0%%

melalui mediasi

c. Persentase berkas perkara yang diajukan 100% 1.00%
Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap
dan tepat waktu

d. Persentase putusan perkara yang 100% 100%
menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalam waktu
1 hari setelah diputus

3. SASARAN STRATEGIS 3 : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT
MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Tabel 3. Sasaran Strategis 3

a. Persentase pencari keadilan golongan
tertentu yang mendapat layanan 1% 0%
bantuan hukum {posbakum)

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan
di Luar Gedung

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum

1% 0%

100% 100%




4. SASARAN STRATEGIS 4 : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN

Tabel 4. Sasaran Strategis 4

Persentase putusan perkara perdata yang

100% 9
ditindaklanjuti {dieksekusi) % 100%

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan
sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Meskipun demikian masih perlu adanya
peningkatan kinerja sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Ke depan diperlukan
penguatan peran dan kinerja sumber daya (stakeholder) Pengadilan Negeri Meureudu
dalam memenuhi target kinerja sasaran strategis yang ada agar dapat memacu dan

menciptakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien.
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BAB I
PENDADULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman
bagi rakyat pencari keadilan yang berkaitan dengan perkara pidana dan perdata
tertentu yang diatur dalam undang-undang Kekuasaan kehakiman, di tingkat
pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan berpuncak di Mahkamah
Agung. Pembinaan teknis Pengadilan Negeri baik teknis yustisial maupun non
yustisial {organisasi, administrasi dan keuangan) sejak tanggal 30 Juni 2004 beralih
sepenuhnya dari Departemen Kehakiman ke Mahkamah Agung. Hal ini
berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 8} dan Undang-undang nomor 5 Tahun
2004 tentang Mahkamah Agung serta ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden
Rl Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan
Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan
Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI. Sebagai lembaga Pemerintah,
Pengadilan Negeri Meureudu bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi
yang diamanatkan oleh masyarakat. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan
menyiapkan, menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja secara tertulis,
periodik dan melembaga. Pelaporan Kinerja dimaksudkan  untuk
menginformasikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Meureudu dalam satu tahun
anggaran dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta

menjelaskan keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapainya.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1. Tugas Pokok dan Kewenangan Pengadilan Negeri Meureudu
Pengadilan Negeri Meureudu sebagai salah satu kekuasaan kehakiman
dilingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan
sebagaimana disebutkan dalam Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2004

tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

[|Page



Peradilan Umum, dimana dalam Pasal 50 undang-undang tersebut
menyatakan: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwewenang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perka ra perdata di tingkat
pertama”. Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (1) ditambahkan kewenangan
Pengadilan dimana Pasal 52 ayat (1) tersebut menyatakan : “Pengadilan dapat
memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kekpada
instansi pemerintah didaerahnya, apabila diminta” dan ayat (2) nya
menambahkan “ selain tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan
51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau

berdasarkan Undang -Undang”.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya
sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Negeri Meureudu dilengkapi
dengan Struktur Organisasi yang terbagi dalam Kepaniteraan sebagai Tenaga

Teknis dan Kesektariatan sebagai Tenaga Administratif, yaitu:

KETUA

¢ Menerima, memeriksa dan mengadili perkara.

¢  Membagi perkara kepada Majelis Hakim.

» Mengatur pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua agar dapat
bekerja sama dengan baik mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua
dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri/ Tinggi.

» Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi
keuangan rutin dan pelaksanaan fisik.

e Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam
sebulan dengan para Hakim serta Pejabat Fungsional dan Struktural dan
sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan dengan seluruh Pegawai.

e Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan
memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim,

Pejabat Struktural dan Fungsional maupun seluruh Pegawai.
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Melakukan pengawasan terkait laporan dan temuan masyarakat serta
pihak ketiga lainnya.

Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian
untuk kepentingan peningkatan jabatan.

Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaian kepada
Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Banding.

Mengawasi pelaksanaan court calendar dengan ketentuan bahwa setiap
perkara pada asasnya harus diputus dalam waktu 5 bulan dan
mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim.
Mempersiapkan kader (kadernisasi) dalam rangka menghadapi alih
generasi.

Melakukan pembinaan terhadap organisasi KORPRI, Dharmayukti Karini,
IKAHI, IPASPI, Koperasi dan PTWP.

Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum
dan kerja sama dengan instansi-instansi lain.

Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum
kepada instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta.

Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dan masyarakat dan
menanggapinya bila dipandang perlu.

Meneruskan SEMA, PERMA, dan surat-surat dari MA vyang berkaitan
dengan hukum dan perkara kepada para Hakim, Panitera, Wakil Panitera,
Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.

Mengevaluasi laporan penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan
Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya
secara periodik kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat
Banding.

Memberikan izin berdasarkan ketentuan Undang-Undang untuk membawa
keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta

berkas perkara.
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e Ketua Pengadilan Negeri Meureudu wajib mengikuti dan mematuhi
kebijakan serta petunjuk Pengadilan Tingkat Banding dan Pimpinan
Mahkamah Agung dan bertanggungjawab langsung kepadanya.

WAKIL KETUA

» Menerima, memeriksa dan mengadili perkara.
* Mermbantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan
jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
‘e Mewakili Ketua bila berhalangan.
¢ Melaksanakan delegasi tugas dan wewenang dari Ketua.
e Koordinator Pengawasan untuk melakukan penilaian apakah pelaksanaan
tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang

berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

¢ Menerima, memeriksa dan mengadili perkara.

e Bertugas menetapkan hari sidang.

o Memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan kepadanya

e Dalam hal Pengadilan Negeri Meureudu melakukan pemeriksaan
tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim
bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara
persidangan serta menandatanganinnya, mengemukakan pendapat dalam
musyawarah, hakim wajib menandatangani putusan yang telah diucapkan
dalam persidangan,

e Melaksanakan pembinaan serta bertindak sebagai hakim pengawas
bidang di Kepaniteraan dan Kesektariatan.

e Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan

peradilan di Pengadilan Negeri Meureudu yang ditugaskan kepadanya.
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PANITERA

s Membantu Ketua Pengadiian dalam membuat program kerja, pelaksanaan
serta pengorganisasiannya.

e Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

e Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,
akta, buku daftar dan biaya perkara.

o Menyelenggarakan administrasi perkara.

* Mengatur Tugas Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera
Muda Hukum, Panitera Pengganti dan Jurusita.

e Panitera dengan dibantu oleh Panitera Muda, Panitera Pengganti dan
Jurusita harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai
jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan perkara

perdata.

SEKRETARIS

¢ Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan
kepegawaian, keuangan dan umum serta Perencanaan dalam rangka
memberikan pelayanan administratif dalam lingkungan Pengaditan Negeri
Meureudu berdasarkan peraturan yang berlaku.

s Membuat Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Satuan
Kerja Pengadilan Negeri Meureudu dan mengajukannya ke Biro
Perencanaan Mahkamah Agung Rl melalui Pengadilan Tingkat Banding.

¢ Menyetujui penggunaan anggaran dan melakukan Revisi Anggaran selaku
Kuasa Pengguna Anggaran.

e Menunjuk dan mengangkat PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Penerima, Pengelola Keuangan, Operator SAIBA, SIMAK-BMN
DIPA 01 dan DIPA 03 beserta Pengelola Website.

¢ Mengangkat Tenaga Honorer dan Menetapkan Perjanjian Kontrak Kerja.

e  Mengkoordinir Penyusunan SAKIP.
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e Tugas-tugas lainnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan

dengan PMK/190/PMK.05/2012.

PANITERA PENGGANTI

e Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

¢ Membantu Panitera di dalam membina dan mengawasi pelaksanaan
tugas-tugas administrasi perkara .

e Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.

» Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

JURUSITA/ JURUSITA PENGGANTI

Jurusita dan jurusita pengganti dalam melaksanakan tugasnya

diatur berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 ayat

(1) menjelaskan:

e Melaksanakan semua perintah yang diberikan ketua.

s Menyampaikan pengumuman-pengumuman atau putusan peradilan
menurut cara-cara berdasarkan Undang-undang.

¢ Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Meureudu

e Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan

kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

KEPANITERAAN PERDATA

A. PENERIMAAN BERKAS PERKARA

e Menerima dan meneliti kelengkapan berkas yang diterima, setelah berkas
dinyatakan lengkap diberi nomor serta diregister ke dalam Buku Register
tnduk Perkara.

e Menerima dan mengelola keuangan perkara dari pihak ketiga.

s Membuat penetapan penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.
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¢ Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri Meureudu
untuk menunjuk Majelis Hakim dan seterusnya ke Panitera untuk
penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam
persidangan.

e Berkas perkara yang telah ditetapkan Majelis Hakim dan Panitera
Penggantinya diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan.

e Menerima berkas perkara yang telah selesai minutasi dari Panitera
Pengganti.

e Kepaniteraan Perdata meregister ke dalam Buku Register Induk Perkara
dan membuat surat pengantar pengiriman berkas ke Pengadilan Negeri
pengaju, seterusnya diserahkan ke Bagian Umum untuk dikirim.

e Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Kepaniteraan Hukum untuk

diarsipkan.

B. PEMBUATAN LAPORAN

e Membuat Laporan Bulanan Kegiatan Hakim, Laporan Bulanan Keadaan

Perkara Perdata selanjutnya diserahkan ke Kepaniteraan Hukum.

KEPANITERAAN PIDANA

1. PENERIMAAN BERKAS PERKARA,

e Menerima dan meneliti kelengkapan berkas yang diterima, setelah
berkas dinyatakan lengkap diberi nomor serta diregister ke dalam
Buku Register Induk Perkara.

e Membuat penetapan penunjukan Majelis Hakim dan Panitera
Pengganti.

e Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri
Meureudu untuk menunjuk Majelis Hakim dan seterusnya ke Panitera
untuk penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis

Hakim dalam persidangan.
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e Berkas perkara yang telah ditetapkan Majelis Hakim dan Panitera
Penggantinya diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim yang
bersangkutan.

» Menerima berkas perkara yang telah selesai minutasi dari Panitera
Pengganti.

¢ Kepaniteraan Pidana meregister ke dalam Buku Register induk Perkara
dan membuat surat pengantar pengiriman berkas, seterusnya
diserahkan ke Bagian Umum dan Keuangan untuk dikirim.

e Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Kepaniteraan Hukum

untuk diarsipkan.

2. PROSES PENYELESAIAN PENETAPAN PENAHANAN

e Hakim mengeluarkan perintah penahanan

e Ketua Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan perpanjangan
penahanan dari Penuntut Umum

¢ Ketua Pengadilan Negeri mengabulkan penangguhan penahanan

e Penangguhan Penahanan dengan uang jaminan yang dititipkan di
Panitera Pengadilan Negeri

¢ Perkara Banding penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi

KEPANITERAAN HUKUM

¢ Membuat Laporan Bulanan Kegiatan Hakim, Laporan Bulanan Keadaan
Perkara Pidana selanjutnya diserahkan ke Kepaniteraan Hukum.

e Membuat Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Empat
Bulanan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan.

e Membuat Laporan Bulanan dan Tahunan Statistik Perkara.

* Menerima, mencatat, menyusun, menata dan mengarsipkan berkas
perkara in aktif dari Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Pidana.

* Menerima dan mengagendakan surat-surat pengaduan, membuat
formulir pengaduan dan memberikan informasi pelayanan publik

kepada masyarakat pencari keadilan.
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e Menerima dan mengarsipkan surat penelitian (Riset) dari
Universitas/Perguruan Tinggi dan surat-surat [ainnya yang sesuai
dengan disposisi pimpinan.

e Mengelola Ruang Arsip Perkara

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATA

LAKSANA

e Membuat usul pemberian kartu pegawai bagi CAPEG yang telah
diangkat Pegawai Negeri Sipil.

o Menganalisa data kepegawaian untuk menyiapkan DUK dan Bezzeting
bagi pegawai negeri.

e Menyiapkan surat permintaan pengujian kesehatan bagi calon PNS
kepada Dokter penguji kesehatan atau tim penguji kesehatan bagi
calon pegawai yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil

s Menyiapkan penyelenggaraan Sumpah PNS dan sumpah serta
pelantikan jabatan.

e Melaksanakan pengusulan kenaikan pangkat.

¢ Melakukan pengusulan pengangkatan dalam jabatan struktural dan
fungsional.

o Melaksanakan pengusulan pemindahan pegawai.

e Mengusulkan Pensiun, pemberhentian dan Kenaikan Pangkat
Pengabdian bagi Hakim dan Pegawai dalam lingkungan Pengadilan
Negeri Meureudu dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Meureudu .

e Membuat daf‘tar Nominatif pegawai yang akan naik pangkat, cuti,
kenaikan gaji berkala, pensiun dan lain-lainnya yang berkaitan dengan
kepegawaian.

e Melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina
administrasi Kepegawaian Pengadilan Negeri Meureudu.

* Perumusan kebijakan fasilitasi Kepegawaian berdasarkan perundang-

undangan yang berlaku.
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e Membuat Agenda Rapat

SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

e Meneliti berkas tagihan pemeliharaan alat perlengkapan kantor,
gedung kantor, dan biaya langganan telepon, listrik dan air bersih
untuk mendapatkan penyelesaian pembayaran.

* Membuat daftar gaji/lembur dan rapel pegawai sebagai bahan untuk
melakukan pembayaran gaji/lembur dan rapel

o  Melakukan pembayaran gaji pegawai sesuai dengan daftar gaji.

s Mempersiapkan dan menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas
dalam rangka kelancaran tugas.

¢ Melakukan pencairan berdasarkan SPM yang diterima.

o Melakukan pembayaran atas tagihan beban anggaran belanja rutin.

e Melaksanakan pemotongan pajak pada setiap pengeluaran sesuai
dengan ketentuan yang berlaku

o Memeriksa dan meneliti surat pertanggung jawaban penggunaan
anggaran rutin sesuai dengan bukti-bukti pengeluarannya.

e Menyelenggarakan pernbukuan atas SPJ kedalam buku kas umum atau
buku-buku pembantu lainnya untuk dilakukan perhitungan dan
verifikasi dengan mengetahui perkembangan realisasi anggaran yang
telah disediakan.

e perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan Pengelolaan Keuangan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e Melakukan Rekonsiliasi Penggunaan Anggaran dengan dengan KPPN
dalam bentuk Aplikasi SAIBA dan SIMAK-BMN

e Tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan Keuangan Negara yang
ditetapkan dengan PMK/190/PMK.05/2012.

e Melakukan Revisi Kegiatan Anggaran DIPA 01 dan DIPA 03

e Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk
dengan sistem kartu kendali untuk memperlancar penerimaan

informasi, bertugas membina dan melaksanakan Urusan Tata Usaha
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dan Kearsipan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

¢ Mengkoordinasikan pengiriman surat keluar untuk memperiancar
penyampaian informasi.

e Mengkiasifikasikan arsip di lingkungan Pengadilan Negeri Meureudu

e Menyelenggarakan urusan kearsipan dengan mengatur kegiatan
penyediaan, pelayanan peminjaman,  penyimpanan  dan
pemeliharaan arsip surat-surat dan kantor.

e Menyelenggarakan pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam
keadaan siap untuk digunakan

e Menyelenggarakan administrasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas
sebagai bahan pertanggung jawaban penggunaan kendaraan dinas.

¢ Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung
kantor, dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang
telah ditetapkan

e Menyelenggarakan pemeliharaan pemakaian telepon, listrik, air bersih
dan kebersihan ruangan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

» Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan di lingkungan
Pengadilan Negeri Meureudu.

e Melaksanakan perencanaan pengadaan perlengkapan kantor (ATK)
untuk keperluan setiap bulan.

e Mengelola barang dengan APLIKAS] SIMAK.

e Menerima, mencatat dan menyimpan serta mendistribusikan ATK dan
Barang lainnya dengan menggunakan APLIKAS! PERSEDIAAN.

¢ Mengelola Perpustakaan Pengadilan Negeri Meureudu.

¢ Mengkordinir pelaksanaan Tugas Tenaga Honorer

SUB BAGIAN PERENCANAAN TI DAN PELAPORAN

s Menyusun RKA-KL.
s Menyusun SAKIP { IKU, Renstra, PKT, RKT dan LkjIP ).

¢ Menyusun Laporan Tahunan.
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e Membuat Rencana Kerja (Renja)

e Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran (Aplikasi E-
Smart Monev Kemenkeu dan E-Monev Bapenas / PP 39)

s Melaksanakan Sinkronisasi SIPP.

¢ Melaksanakan Update Data Website.

e Menjaga Kelancaran IT Pengadilan Negeri Meureudu ( Website, Server
dan jaringan ) Software dan hardware.

¢ Mendesain Inovasi Pelayanan Yang berbasis IT.

2. Fungsi Pengadilan Negeri Meureudu

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Meureudu antara lain:

d.

Fungsi peradilan, vyaitu menerima, memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan
dalam tingkat pertama.

Fungsi nasehat, yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang
hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
Fungsi administrative, vyaitu Pengaditan Negeri menyelenggarakan
administrasi umum,keuangan dan kepegawaian serta lainnyauntuk
mendukung pelaksanaan tugas pokokteknis peradilan.

Fungsi lainnya

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya
serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era
keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor: 1-144/ KMA/ SK/ I/ 2011
tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/ KMA/ SK/ VIII/

2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
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C. STRUKTUR ORGANISASI
Secara garis besar struktur organisasi Pengadilan Negeri Meureudu sebagai

berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Meureudu

STRUKTUR ORGANISASI
' PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

DENY STAHPUTRA, S.H., M.H
AHMAD RIZAL, SH,, M.H,

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan Akuntabilits Kinerja ini memberikan gambaran dan
penjelesan mengenai capian kinerja Pengadilan Negeri Meureudu tahun 2021.
Capaian kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan penetapan kinerja tahun 2021
sebagai tolak ukur keberhasilan. Analisis atas capaian kinerja terhadap penetapan
kinerja ini memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan
kinerja dimasa yang akan datang. Adapun sistematika penyajian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Negeri Meureudu tahun 2021,
sebagai berikut :
BAB 1 - Pendahuluan, berisi tentang penjelasan umum organisasi dengan
penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang
sedang dihadapi.
BAB II - Perencanaan dan Kinerja,berisi tentang ikhtisar perjanjian kinerja.
BAB Il - Akuntabilitas Kinerja, berisi capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran

kinerja organisasi.
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BAB IV - Penutup, berisi tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi

dan rekomendasi untuk perbaikan dimasa mendatan
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BAB H
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERIA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2020 — 2024
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka
menengah tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam
kurun waktu lima tahun, beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai
sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.
Adapun substansi Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Meureudu dapat

diuraikan sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan
yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi
Pengadilan Negeri Meureudu. Visi merupakan gambaran mendatang tentang
keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau bahkan tujuan hukum
(rechtsidea) yang ingin diwujudkan.

Visi Pengadilan Negeri Meureudu mengacu pada Visi Mahkamah Agung Rl
adalah “Terwujudnya Pengadilan Negeri Meureudu Yang Agung”.

Visi tersebut bermakna Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan
yang jujur dan adil.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Negeri Meureudu
mempunyai misi yang mengacu kepada misi Mahkamah Agung R, yaitu:

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Meureudu;

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
¢. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Meureudu;

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Meureudu.
Penjelasan keempat misi ini, dalam rangka memastikan “Terwujudnya

Pengadilan Negeri Meureudu Yang Agung” adalah sebagai berikut:

15|Page



a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Meureudu.
Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif
adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan,
vaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian
institusional). Selain kemandirian institusional, kemandirian badan
peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus
{kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan
penyelenggaraan pengadilan. Tujuan peyelenggaraan pengadilan yang
dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia.

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari
keadilan
Orientasi perbaikan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Meureudu
harus mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam
memperoleh keadilan. Dengan demikian adalah keharusan bagi Pengadilan
Negeri Meureudu untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan
jaminan proses peradilan yang adil. Peningkatan pelayana publik meliputi
peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya
proses yang adil. Sebagai contoch adalah adanya pengumuman jadwal
sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk
jaminan akses bagi pencari keadilan.

¢. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Meureudu
Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan
kecepatan gerak perubahan Pengadilan Negeri Meureudu.Peran Pimpinan
pengadilan, selainmenguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu
merumuskan  kebijakan-kebijakan non-tekni (kepemimpinan dan
manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan
bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan
yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, Pimpinan
badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata
lain Pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan

non-yudisial.

16|Page

s
¢



d. Meningkatkan kredibiitas dan transparansi Pengadilan Negeri Meureudu

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Meureudu merupakan

faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada

badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan

mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-

putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Terlaksananya prinsip

transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang

jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil pengadilan

untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu satu sampai dengan lima tahun yang mengacu kepada dan misi

Pengadilan. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1} Memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

2} Memberikan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

3) Mewujudkan kepercayaan publik terhadap kinerja Pengadilan Negeri

Meureudu.

Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

Tabel 5. Tujuan Strategis

No Tujuan
1. | Memberikan pelayanan prima
bagi masyarakat pencari

keadilan.

Indikator

Persentase kepuasan para pencari

keadilan terhadap layanan peradilan

2: Memberikan aksesibilitas

masyarakat terhadap peradilan

Persentase perkara yang terlayani

melalui layanan hukum

3. | Mewujudkan kepercayaan
publik terhadap kinerja

Pengadilan Negeri Meureudu

Persentase para pihak yang percaya

terhadap Pengadilan Negeri Meureudu

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari
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tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak

dicapai Pengadilan Negeri Meureudu adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabet

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan
menjelaskan hubungan kausalitas antara tujuan, sasaran strategis dan
indikator kinerja utama selama tahun Rencana Strategis Pengadilan Negeri
Meureudu Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam
menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan vyang terencana dan
terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan
pengkajian, pengelolaan terhadap sistem  kebijakan dan peraturan
perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta
sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengaditan Meureudu diselaraskan
dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan
dengan rencana pembangunan nasional vyang telah ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP} 2005 — 2025 dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 — 2024, sebagai
pedoman dan pengedalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan
Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun
2010 - 2024.

Pengadilan Negeri Meureudu telah melaksanakan Reviu Rencana
Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 agar sesuai dengan Indikator Kinerja
Utamanya. Adapun gambaran subtansi mengenai Rencana Strategis

(Renstra) Pengadilan Negeri Meureudu, dapat diuraikan sebagai berikut:
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B.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama (IKU) bagi Pengadilan
Negeri Meureudu telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau usulan dari
pemegang kepentingan (stakeholder) baik secara langsung maupun tidak fangsung.
Selain itu indikator kinerja utama yang ditetapkan diupayakan untuk memenuhi
karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja satuan
kerja organisasi.

Tolak ukur indikator kinerja utama yang baik dan cukup memadai untuk
pengukuran kinerja satuan kerja organisasi antara lain:

- Spesifik.

- Dapat dicapai.

- Relevan.

- Menggambarkan keberhasilan/ kegagalan.

- Dapat dikualifikasi dan diukur.

Indikator kinerja utama tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan

antara lain:
a. Perencanaan jangka menengabh.
b. Perencanaan Tahunan.
C. Penyusunan dokumen penetapan kinerja.
d. Pelaporan akuntabilitas kinerja.
e. Evaluasi kinerja.
f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan

kegiatan.

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan/
kegagalan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator kinerja utama
ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana
Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Meureudu. Berdasarkan Surat Sekretaris
Mahkamah Agung Rl Nomor; 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 Tentang Penyampaian
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Dokumen SAKIP yang mencakup Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan
Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Tanggal 13 Desember 2021 maka Pengadilan
Negeri Meureudu telah melaksanakan Reviu indikator Kinerja Utama (IKU} Pengadilan
Negeri Meureudu sesuai dengan lampiran pada surat tersebut. Adapun indikator

Kinerja Utama Pengadilan Negeri Meureudu adalah sebagai berikut:
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C. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021

Rencana Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri Meureudu memuat angka
target kinerja tahun 2021 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat
sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus
dicapai dalam periode tahun 2021. Selain itu dokumen rencana kinerja tersebut
menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan
oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagai Penetapan
Kinerja.

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor:
3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian
Dokumen SAKIP yang mencakup Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan
Tingkat Banding dan Tingkat Pertama maka Pengadilan Negeri Meureudu telah
melaksanakan Rencana Kinerja Tahunan 2021 agar sesuai dengan Indikator
Kinerja Utamanya. Adapun untuk Rencana Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri

Meureudu adalah sebagai berikut :

Tahel 8. Rencana Kinerja Tahun 2021

No. | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Persentase Sisa Perkara Perdata yang 100%
Diselesaikan
Persentase sisa perkara Perdata Khusus yang 0%
diselesaikan
Terwujudnya
Proses Peradilan | Persentase Sisa Perkara Pidana yang 100%
1. yang Pasti, Diselesaikan
Transparan dan Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang 100%
Akuntabel Diselesaikan
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan 80%
Tepat Waktu
Persentase Perkara Perdata Khusus yang 0%
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diselesaikan Tepat Waktu

Persentase perkara pidana yang diselesaikan 100%
tepat waktu
Persentase perkara Pidana Khusus yang 100%
Diselesaikan Tepat Waktu
Persentase penurunan sisa perkara Pidana 3%
Persentase penurunan sisa perkara Pidana 1%
Khusus
Persentase penurunan sisa perkara Perdata 5%
Persentase penurunan sisa perkara Perdata 0%
Khusus
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan 80%
Upaya Hukum Banding
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan 85%
Upaya Hukum Kasasi
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan 90%
Upaya Hukum Peninjauan Kembali
Persentase Perkara Pidana Anak yang 5%
Diselesaikan dengan Diversi
Index Kepuasan Pencari Keadilan 85%
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata 100%
. yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
Peningkatan
Efektivitas Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana 100%
Pengelolaan yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu
Penyelesaian Persentase Perkara yang Diselesaikan Melaiui 5%
Perkara Mediasi
Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan 100%
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Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara

terhadap Putusan

Pengadilan

Lengkap dan Tepat Waktu

Persentase Putusan Perkara yang Menarik 100%

Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses

Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah

Putus

Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan 1%
Meningkatnya

Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar 1%
Akses Peradilan

Gedung Pengadilan
bagi Masyarakat
Miskin dan Persentase Pencari Keadilan Golongan 100%
Terpinggirkan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan

Hukum (Posbakum)
Meningkatnya Persentase Putusan Perkara Perdata yang 100%
Kepatuhan Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

D. PERJANJIAN KINERJA 2021

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan

tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu

satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan Kinerja dibuat berdasarkan pada Instruksi presiden nomor 5 tahun

2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Adapun tujuan adanya Penetapan

Kinerja antara lain adalah:

a. Meningkatkan akuntabilitas,transparansi,dan kinerja aparatur.

b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi

amanah.
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c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujun dan
sasaran organisasi.
d. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
e. Sebagai dasar pemberian reward/penghargaan dan/atau Sanksi.
Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 3112/SEK/0OT.01.1/12/2021 Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP yang
mencakup Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan
Tingkat Pertama Tanggal 13 Desember 2021 maka Pengadilan Negeri Meureudu
telah melaksanakan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 agar sesuai dengan
Indikator Kinerja Utama yang menambahkan indikator kinerja Persentase
Penurunan Sisa Perkara Pidana dan Perdata, Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Pengadilan Negeri Meureudu adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Persentase Sisa Perkara Perdata yang 100%
Diselesaikan
Persentase sisa perkara Perdata Khusus 0%

]

yang diselesaikan

Persentase Sisa Perkara Pidana yang 100%
Terwujudnya Proses Biselesalkan
Peradilan yang Pasti, Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus 100%

Transparan dan Akuntabel | yang Diselesaikan

Persentase Perkara Perdata yang 80%

Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase Perkara Perdata Khusus yang 0%

diselesaikan Tepat Waktu

Persentase perkara pidana yang 100%
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diselesaikan tepat waktu
Persentase perkara Pidana Khusus yang 100%
Diselesaikan Tepat Waktu
Persentase penurunan sisa perkara 5%
Perdata
Persentase penurunan sisa perkara 0%
Perdata Khusus
Persentase penurunan sisa perkara Pidana 3%
Persentase penurunan sisa perkara Pidana 1%
Khusus
Persentase Perkara yang Tidak 80%
Mengajukan Upaya Hukum Banding
Persentase Perkara Yang Tidak 85%
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Persentase perkara yang Tidak 90%
Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan
Kembali
Persentase Perkara Pidana Anak yang 5%
Diselesaikan dengan Diversi
Index Kepuasan Pencari Keadilan 85%
Persentase Salinan Putusan Perkara 100%
Perdata yang dikirim kepada Para Pihak
Peningkatan Efektivitas e paRwWAKH]
Pengelolaan Penyelesaian Persentase Salinan Putusan Perkara 100%
Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak
Tepat Waktu
Persentase Perkara yang Diselesaikan 5%
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Melalui Mediasi

Persentase Berkas Perkara yang
Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang

Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

100%

Persentase Putusan Perkara yang Menarik
Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses
Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah

Putus

100%

Meningkatnya Akses
Peradilan bagi Masyarakat

Miskin dan Terpinggirkan

Persentase Perkara Prodeo yang

Diselesaikan

1%

Persentase Perkara yang Diselesaikan di

Luar Gedung Pengadilan

1%

Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan

Hukum (Posbakum)

100%

Meningkatnya Kepatuhan
terhadap Putusan

Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang

Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

100%
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi
dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu
organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk
menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan,
untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan
misi organisasi.Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan
vang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan vyang telah
ditetapkan.Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk
memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat
manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Meureudu tahun

2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator
kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran

yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Capaian = Re2HSaSE ) 0o
an = ———
P Target ’

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut

diuraikan dalam tabel dibawah ini :
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Tabel 10. Capaian Kinerja Tahun 2021

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET | REALISASI | CAPAIAN
STRATEGIS (%) (%) (%)
1 Terwujudnya 1. Persentase Sisa Perkara
Proses  Preadilan Perdata Yang Diselesaikan 100 100 100
Yang Pasti, | 2. Persentase Sisa Perkara
Transparan dan Perdata Khusus Yang 0 0 0
Akuntabel Diselesaikan
3. Persentase Sisa Perkara
Pidana Yang Diselesaikan 100 100 100
4. Persentase Sisa Perkara
Pidana Khusus Yang 100 100 100
Diselesaikan
5. Persentase Perkara Perdata
yang Diselesaikan Tepat 80 100 110
Waktu
6. Persentase Perkara Perdata
Khusus yang Diselesaikan 0 0 0
Tepat Waktu
7. Persentase Perkara Pidana
Yang Diselesaikan Tepat 100 100 100
Waktu
8. Persentase Perkara Pidana
Khusus Yang Diselesaikan 100 100 99
Tepat Waktu
9. Persentase Penurunan Sisa
5 0 0

Perkara Perdata
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10.

Persentase Penurunan Sisa

Perkara Perdata Khusus

11.

Persentase Penurunan Sisa

Perkara Pidana

88

88

152

Persentase Penurunan Sisa

Perkara Pidana Khusus

13.

Persentase Perkara Yang
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Banding

80

95

110

14.

Persentase Perkara Yang
Tidak Mengajukan Upaya

Hukum Kasasi

85

98

110

15.

Persentase Perkara Yang
Tidak Mengajukan Upaya

Hukum Peninjauan Kembali

90

100

110

16.

Persentase Perkara Pidana
Anak Yang Diselesaikan

Dengan Diversi

20

110

1,

Index Kepuasan Pencari

Keadilan

85

90

106

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian

Perkara

e

Persentase Salinan Putusan
Perkara Perdata Yang Dikirim
Kepada Para Pihak Tepat
Waktu

100

100

100

2.

Persentase Salinan Putusan
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Perkara Pidana Yang Dikirim
Kepada Para Pihak Tepat
Waktu

100

100

100

. Persentase Perkara Yang

Diselesaikan Melalui Mediasi

. Persentase Berkas Perkara

Yang Dimohonkan Banding,
Kasasi dan PK yang Diajukan
Secara Lengkap dan Tepat
Waktu

100

100

100

. Persentase Putusan Perkara

Yang Menarik Perhatian
Masyarakat Yang Dapat
Diakses Secara Online Dalam

Waktu 1 Hari Setelah Putus

100

100

100

Meningkatnya
Akses Peradilan
Bagi Masyarakat
Miskin dan

Terpinggirkan

. Persentase Perkara Prodeo

Yang Diselesaikan

. Persentase Perkara Yang

Diselesaikan Di Luar Gedung

Pengadilan

. Persentase Pencari Keadilan

Golongan Tertentu Yang
Mendapat Layanan Bantuan

Hukum (Posbakum)

100

100

100

Meningkatnya
Kepatuhan

Terhadap Putusan

Persentase Putusan Perkara
Perdata Yang Ditindaklanjuti
(Dieksekusi)

100

100

100

47(Page




Pengadilan

Catatan : Penghitungan Capaian Kinerja = % x100%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum
Pengadilan Negeri Meureudu telah berhasil meiaksanakan tugas pokok dan fungsinya
sesuai dengan capaian kinerja melebihi dari target indikator kinerja yang telah
ditetapkan. Namun demikian dari sisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target
indikator kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan belum tercapai

realisasinya.

ANALISA CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2021 mengacu
pada indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana tertuang pada tabel di atas.
Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2021, Pengadilan Negeri

Meureudu telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun hasil Capaian Kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan diuraikan sebagai

berikut :

SASARAN 1
TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti Transparan dan Akuntabel

a. Persentase Sisa Perkara Perdata Yang 100 100 100
Diselesaikan

b. Persentase Sisa Perkara Perdata Khusus 0 0 0
vang Diselesaikan
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. Persentase Sisa Perkara Pidana Yang 100 100 100
Diselesaikan

. Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus 100 100 100
Yang Diselesaikan
. Persentase Perkara Perdata yang 80 100 110

Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase Perkara Perdata Khusus yang 0 0 0
Diselesaikan Tepat Waktu

. Persentase Perkara Pidana Yang 100 100 100
Diselesaikan Tepat Waktu

. Persentase Perkara Pidana Khusus Yang 100 100 100
Diselesaikan Tepat Waktu

. Persentase Penurunan Sisa Perkara 5 0 0
Perdata
j. Persentase Penurunan Sisa Perkara 0 0 0

Perdata Khusus

. Persentase Penurunan Sisa Perkara 3 88 88
Pidana
Persentase Penurunan Sisa Perkara 1 0 0
Pidana Khusus

. Persentase Perkara Yang Tidak 80 95 110

Mengajukan Upaya Hukum Banding

. Persentase Perkara Yang Tidak 85 98 110
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

. Persentase Perkara Yang Tidak 90 100 110
Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan
Kembali

. Persentase Perkara Pidana Anak Yang 5 20 110

Diselesaikan Dengan Diversi

. Index Kepuasan Pencari Keadilan 85 90 106

RATA — RATA CAPAIAN KINERJA 73,17
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Adapun hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan

Tabel 12. Persentase Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan

Diselesaikan

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%) (%) (%)
Persentase Sisa Perkara Perdata Yang 100 100 100

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara

perdata di tahun 2021. Nilai persentase indikator dapat diketahui dengan cara

perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan

Jumlah Sisa Perkara Perdata Yang Harus Diselesaikan

x 100%

Realisasi :

1 Perkara/1 Perkara 100% = 100%

Sisa perkara perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun

sebelumnya. Adapun sumber data yang digunakan adalah laporan bulanan dan

laporan tahunan 2021 dan dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 13. Sisa Perkara Perdata Selesai Tahun 2021

Jenis Perkara Sisa Tahun Selesai Tahun | Sisa ke Tahun
2020 2021 2022
Perdata Gugatan il 1 0
Perdata Gugatan Sederhana 0 0 0
Perdata Permohonan 0 0 0
Jumlah 1 1 0

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa semua sisa perkara perdata di tahun 2020

sejumlah 1 perkara bisa diselesaikan semua nya ditahun 2021 dan sisa perkara di
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tahun 2021 berjumlah O perkara sehingga nilai realisasi perkara perdata yang
diselesaikan sebesar 100%.
Nilai pencapaian pada indikator ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14. Pencapaian Sisa Perkara Perdata Tahun 2019-2021

Tahun Sisa Tahun Selesai Sisa Ke Target Realisasi | Capalan
Sebelumnya Tahun Tahun
Berjalan Berikutnya
2019 2 2 0 100 100 100
2020 6 6 0 100 100 100
2021 1 1 0 100 100 100

Berdasarkan data tersebut di atas, pencapaian kinerja pada indikator kinerja
“Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan" tercapai sesuai dengan target

rencana kinerja 2021 dengan pencapaian pada tahun 2021, sebagaimana tabel dan

grafik berikut :

Tabel 15. Persentase Pencapaian Target Kinerja Sisa Perkara Perdata yang
Diselesaikan Tahun 2020-2021

Indikator Kinerja Pencapaian Target Kinerja Kenaikan/Penurunan
2020 2021
Persentase Sisa
Perkara Perdata Yang 100% 100% 0%
Diselesaikan
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Grafik 1. Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan

2021
I M Sisa Perkara Perdata Yang
Diselesaikan
2020
2019

0 20 40 60 80 100

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk
indikator ini pada tahun 2021 sama dengan tahun 2019 dan 2020 yaitu 100%.
Menurut Reviu Renstra Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2020-2024, nilai realisasi

untuk Tahun 2021 ini bisa dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2. Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan

Tabel 16. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan

Target Realisasi Capaian
Indikator Kinerja (%) (%) (%)
Persentase Sisa Perkara Pidana Yang 100 100 100
Diselesaikan

indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara
pidana yang diselesaikan di tahun 2021. Nilai persentase indikator dapat diketahui

dengan cara perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan

9
Jumlah Sisa Perkara Pidana Yang Harus Diselesaikan HES
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Realisasi :

Tingkat capaian

1 Pta'r.kara/1 Perkara * 100% = 100%

indikator kinerja Persentase Sisa Perkara Pidana Yang

Diselesaikan pada tahun 2021 memenuhi target. Bahwa perkara yang menjadi

prioritas penyelesaian tepat waktu adalah perkara pidana biasa yang pada tahun

2021 jumlah sisa perkara pidana biasa yang berhasil diselesaikan sebanyak 3

perkara dari jumlah perkara sebanyak 24 perkara. Sebagaimana dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 17. Pencapaian Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan
Tahun 2019-2021

Tahun Sisa Tahun Selesai Tahun Sisa Ke Target Realisasi Capaian
Sebelumnya Berjalan Tahun
Berikutnya
2019 4 4 0 100 100 100
2020 14 14 0 100 100 100
2021 1 1 0 100 100 100

Target yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja 2021 adalah 100%, sementara

capaian menunjukkan hasil 100% dimana target pada indikator kinerja ini berhasil

tercapai berkat proses yang mudah dan transparan serta berbiaya ringan yang telah

diterapkan selama ini turut menyumbang keberhasilan penanganan sisa perkara

pidana. Berdasarkan data tersebut di atas, pencapaian kinerja pada indikator kinerja

Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan pada tahun 2021 sama dengan

dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2020. Sebagaiman tabel dan grafik

berikut :
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Tabel 18. Persentase Pencapaian Target Kinerja Sisa Perkara Pidana yang
Diselesaikan Tahun 2020-2021

Indikator Kinerja

Pencapaian Target Kinerja

2020 2021

Kenaikan/Penurunan

Persentase Sisa
Perkara Pidana Yang

Diselesaikan

100% 100%

0%

Grafik 2. Sisa Perkara_ Pidana yang Diselesaikan

2021

2020

2019

0 20

40 60 80 100

100

b

Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan

B Sisa Perkara Pidana Yang
Diselesaikan

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk

indikator ini pada tahun 2021 sama dengan tahun 2020 dan 2019 yaitu 100 %. Sesuai

dengan Reviu Renstra Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2020-2024, nilai realisasi

pada indikator ini untuk tahun 2021 bisa dicapai sesuai dengan target yang telah

ditetapkan.
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3. Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan
Tabel 19. Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%) (%) {%)
Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus 100 100 100
Yang Diselesaikan

Indikator ini mengukur persentase tingkat penyelesaian perkara pidana khusus yang
diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2021. Nilai Persentase indikator ini dapat

diketahui dengan cara perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan

0,
Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus Yang Harus Diselesaikan =R

Realisasi :

0 Perkara/o Perkara * 100% = 100%

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Perkara Pidana Khusus Yang
Diselesaikan pada tahun 2021 berhasil memenuhi target. Bahwa pada tahun 2021
jumlah -sisa perkara pidana khusus yang masuk ke Pengadilan Negeri Meureudu
sebanyak 5 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan/diputus pada tahun 2021
sebanyak 3 perkara, sisa perkara pidana khusus pada akhir tahun adalah 2 perkara. 2
perkara yang masuk di akhir tahun menjadi sisa perkara pada tahun 2021, namun
masih dalam jangka waktu penyelesaian perkara yakni 5 bulan sejak perkara di
register. Sebagaimana

dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 20. Pencapaian Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tahun 2019-
2021

Tahun Sisa Tahun Selesai Sisa Ke Target Realisasi | Capaian

Sebelumnya Tahun Tahun {%) (%) {%)
Berjalan Berikutnya

2019 4 4 0 100 100 100

2020 14 14 0 100 100 100

2021 0 0 0 100 100 100

Target yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja 2021 adalah 100%, sementara

capaian menunjukkan hasil 100% dimana target pada indikator kinerja ini berhasil

tercapai berkat proses yang mudah dan transparan serta berbiaya ringan yang telah

diterapkan selama ini turut menyumbang keberhasilan penanganan sisa perkara

pidana. Berdasarkan data tersebut di atas, pencapaian kinerja pada indikator kinerja

Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan pada tahun 2021 sama

dengan dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2020. Sebagaiman tabel dan

grafik berikut :

Tabel 21. Persentase Pencapaian Target Kinerja Sisa Perkara Pidana Khusus yang

Diselesaikan Tahun 2020-2021

Indikator Kinerja

Pencapaian Target Kinerja

2020

2021

Kenaikan/Penurunan

Persentase Sisa

Perkara Pidana Khusus

Yang Diselesaikan

100%

100%

0%

56|Page




Grafik 3. Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikanr ]

2021

2020

2019

Sisa Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan

100

Joo

0

T

20 40

100

M Sisa Perkara Pidana Yang
Diselesaikan

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk

indikator ini pada tahun 2021 sama dengan tahun 2020 dan 2019 yaitu 100 %. Sesuai

dengan Reviu Renstra Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2020-2024, nilai realisasi

pada indikator ini untuk tahun 2021 bisa dicapai sesuai dengan target yang telah

ditetapkan.

4. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tabel 22. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%) (%) (%)
Persentase Perkara Perdata Yang 80 100 100

Indikator ini mengukur persentase tingkat penyelesaian perkara perdata

yang diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2021. Nilai Persentase indikator ini dapat

diketahui dengan cara perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan

x 100%
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Realisasi :
75 Perkara/75 Perkara * 100% = 100%

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan
Tepat Waktu pada tahun 2021 berhasil memenuhi target. Bahwa pada tahun 2021
jumlah perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Meureudu sebanyak 77
perkara diantaranya 6 Perdata Gugatan dan 71 Perkara Permohonan dan jumlah
perkara yang diselesaikan/diputus pada tahun 2021 sebanyak 75 perkara, sisa
perkara perdata pada akhir tahun adalah 2 perkara. 2 perkara yang masuk di akhir
tahun menjadi sisa perkara pada tahun 2021, namun masih dalam jangka waktu
penyelesaian perkara yakni 5 bulan sejak perkara di register. Sebagaimana dapat
dilihat pada tabel berikut :

Tabel 23. Pencapaian Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu
Tahun 2019-2021

Tahun Perkara yang Perkara yang selesal Target Realisasi | Capaian
diselesaikan tepat waktu (%) (%) {%)
2019 4 4 100 8 95
2020 14 14 100 99 99
2021 75 75 80 100 100

Sisa perkara perdata merupakan perkara gugatan yang masih dalam proses
persidangan hingga di akhir tahun 2021. Namun berdasarkan regulasi waktu
penyelesaian perkara perdata dan berdasarkan waktu perkara tersebut di register
maka proses penyelesaian psisa perkara masih dalam jangka waktu yang telah di
tentukan yaitu 5 bulan. Berdasarkan data tersebut di atas, pencapaian kinerja pada
indikator kinerja Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu
keseluruhan pada tahun 2021 menaik jika dibandingkan dengan pencapaian pada

tahun 2020, sebagaimana tabel dan grafik berikut :
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Tabel 24, Persentase Pencapaian Target Kinerja Perkara Perdata yang Diselesaikan
Tepat Waktu Tahun 2020-2021

Pencapaian Target Kinerja

Indikator Kinerja Kenaikan
2020 2021
Persentase Perkara
Perdata Yang
99% 100% 1%

Diselesaikan Tepat

Waktu

Grafik 4. Perkara Perdata yang Diselesaikanﬁ Tepat Waktu 7

Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat
Waktu

2021
B Perkara Perdata Yang
Diselesaikan Tepat Waktu
2020
2019

92 94 96 98 100

Pencapaian sebesar 1% untuk indikator ini bisa terjadi karena hal-hal sebagai berikut

> Adanya sumber daya yang digunakan yaitu :
1) Sumber Daya Manusia : Hakim, Panitera Pengganti, Juru sita, serta para staf
kepaniteraan
2) Sarana dan Prasarana yang legkap dalam mendukung proses administrasi
dan persidangan

» Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan dari pencapaian kinerja adalah
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1) Majelis Hakim telah menyusun cour calendar dan melaksanakan sesuai
dengan jadwal yang telah direncanakan

2} Seluruh aparatur peradilan bekerja sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur {(SOP) yang ada

3) Ketua Pengadilan Negeri Meureudu selalu melaksanakan rapat rutin
dengan para Hakim

4) Adanya monitoring dan evaluasi, rapat rutin bufanan serta adanya rapat
internal masing-masing bagian memudahkan dalam mengawasi dan
memonitoring perkara yang sedang berjalan.

5. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tabel 25. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase Perkara Pidana Yang 100 100 100

Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur persentase tingkat penyelesaian perkara pidana yang
diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2021. Nilai Persentase indikator ini dapat

diketahui dengan cara perhitungan sebagai berikut

Jumlah Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

1 0
Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan g Mtk

Realisasi :

89 Perkara/89 Perkara 100% = 100%

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat
Waktu pada tahun 2021 berhasil memenuhi target. Bahwa pada tahun 2021 jumlah
perkara pidana yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Meureudu sebanyak 81
perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021

sebanyak 89 perkara, sisa perkara perdata pada akhir tahun 2021 adalah 1 perkara.
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1 perkara yang masuk di akhir tahun menjadi sisa perkara pada tahun 2021.

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 26. Pencapaian Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu
Tahun 2019-2021

2019 o8 34 20 97 97
2020 118 109 160 99 99
2021 89 39 160 100 100

Berdasarkan data tersebut di atas, pencapaian kinerja pada indikator kinerja
Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu keseluruhan pada tahun
2021 menaik 1% jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2020,
sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Tabel 27. Pencapaian Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu
Tahun 2020-2021

Persentase Perkara

Pidana Yang
99% 100% 1%

Diselesaikan Tepat

Waktu
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Grafik 5. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

2021

B Persentase Perkara Pidana Yang
Diselesaikan Tepat Waktu

2020

2019

o

Pencapaian sebesar 1% untuk indikator ini bisa terjadi karena hal-hal sebagai berikut

> Adanya sumber daya yang digunakan yaitu :
1) Sumber Daya Manusia : Hakim, Panitera Pengganti, Juru sita, serta para staf
kepaniteraan
2) Sarana dan Prasarana yang legkap dalam mendukung proses administrasi
dan persidangan
3) Anggaran DIPA 03 TA.2021

» Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan dari pencapaian kinerja adalah

5) Majelis Hakim telah menyusun cour calendar dan melaksanakan sesuai
dengan jadwal yang telah direncanakan

6) Seluruh aparatur peradilan bekerja sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur (SOP) yang ada

7) Ketua Pengadilan Negeri Meureudu selalu melaksanakan rapat rutin
dengan para Hakim

8} Adanya monitoring dan evaluasi, rapat rutin bulanan serta adanya rapat
internal masing-masing bagian memudahkan dalam mengawasi dan

memonitoring perkara yang sedang berjalan.
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6. Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tabel 28. Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase Perkara Pidana

Khusus Yang Diselesaikan Tepat 100 100 100
Waktu

Indikator ini mengukur persentase tingkat penyelesaian perkara pidana khusus yang
diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2021. Nilai Persentase indikator ini dapat

diketahui dengan cara perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan
Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Harus Diselesaikan
Realisasi :

x 100%

5 Perkara/5 Perkara * 100% = 100%

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Perkara Pidana Khusus yang
Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2021 berhasil memenuhi target. Bahwa pada
tahun 2021 jumlah sisa perkara pidana khusus yang masuk ke Pengadilan Negeri
Meureudu pada tahun 2021 sebanyak O perkara dan jumlah perkara yang
diselesaikan/diputus pada tahun 2021 sebanyak 3 perkara, sisa perkara pidana
khusus pada akhir tahun 2021 adalah 2 perkara. 2 perkara yang masuk di akhir
tahun menjadi sisa perkara pada tahun 2021. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel 29. Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan dan yang Harus

Diselesaikan Tahun 2020-2021

2020 118 109 100 99 99

2021 5 5 100 100 100
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Berdasarkan data tersebut di atas, pencapaian kinerja pada indikator kinerja
Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu keseluruhan
pada tahun 2021 menaik 1% jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2020,

sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Tabel 30. Pencapaian Target Kinerja Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan
Tepat Waktu Tahun 2020-2021.

Persentase Perkara

Pidana Khusus Yang 99% 100% 1%
Diselesaikan Tepat

Waktu

Grafik 6. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

M Persentase Perkara Pidana Yang

2021 Diselesaikan Tepat Waktu

2020

98,5 99 99,5 100
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7. Persentase Penurunan Sisa Perkara Perdata

Tabel 31. Persentase Penurunan Sisa Perkara Perdata

Persentase Penurunan Sisa 5 0 0

Perkara Perdata

indikator ini mengukur persentase penurunan sisa perkara perdata pada Tahun 2021,
Nilai Persentase indikator ini dapat diketahui dengan cara perhitungan sebagai

berikut

Sisa Perkara Tahun Sebelumnya — Sisa Perkara Tahun Berjalan

0,
Sisa Perkara Tahun Sebelumnya x 100%

Realisasi :

1 Perkara— 1 perkara /1 Perkara X 100% = 0%

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Penurunan Sisa Perkara Perdata pada
tahun 2021 tidak memenuhi target. Bahwa jumlah sisa perkara perdata Pengadilan
Negeri Meureudu pada tahun 2020 sebanyak 1 perkara dan sisa perkara perdata
pada tahun 2021 sebanyak 1 perkara . Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 32, Persentase Sisa Penurunan Perkara Perdata Tahun 2020-2021

2020 1

2021 1

8. _Persentase Penurunan Sisa Perkara Perdata Khusus

Tabel 33. Persentase Penurunan Sisa Perkara Perdata Khusus

Persentase Penurunan Sis - 0 0 0

Perkara Perdata Khusus
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Indikator ini mengukur persentase penurunan sisa perkara perdata pada Tahun 2021.

Nilai Persentase indikator ini dapat diketahui dengan cara perhitungan sebagai

berikut

Sisa Perkara Tahun Sebelumnya — Sisa Perkara Tahun Berjalan
Sisa Perkara Tahun Sebelumnya

x 100%

Realisasi :

0 Perkara-— 0 Perkara/o Perkara * 100% = 0%

9. Persentase Penurunan Sisa Perkara Pidana

Tabel 34. Persentase Penurunan Sisa Perkara Pidana

' Persentase Penuruna Sisa 3 o 88 ' 88

Perkara Pidana

Indikator ini mengukur persentase penurunan sisa perkara pidana pada Tahun 2021.
Nilai Persentase indikator ini dapat diketahui dengan cara perhitungan sebagai

berikut

Sisa Perkara Tahun Sebelumnya — Sisa Perkara Tahun Berjalan
Sisa Perkara Tahun Sebelumnya

x 100%

Realisasi :
9 Perkara — 1 Pttzrkaiv"nzl/'g Perkara * 100% = 88%
Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Penurunan Sisa Perkara Pidana pada
tahun 2021 melebihi target. Bahwa sisa perkara pidana Pengadilan Negeri Meureudu
pada tahun 2020 sebanyak 9 perkara dan sisa perkara perdata pada tahun 2021
sebanyak 1 perkara . Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 35. Persentase Penurunan Sisa Perkara Pidana Tahun 2020-2021

2020

2021 1

66|Page



10. Persentase Penurunan Sisa Perkara Pidana Khusus

Tabel 36. Persentase Penurunan Sisa Perkara Pidana Khusus

Persentase Penurunan Sisa 1 0 0

Perkara Pidana Khusus

Indikator ini mengukur persentase penurunan sisa perkara pidana khusus pada
Tahun 2021. Nilai Persentase indikator ini dapat diketahui dengan cara perhitungan

sebagai berikut

Sisa Perkara Tahun Sebelumnya — Sisa Perkara Tahun Berjalan
Sisa Perkara Tahun Sebelumnya

x 100%

1 Perkara—1 sz'rkara/1 Perkara * 100% = 0%

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Penurunan Sisa Perkara Pidana pada
tahun 2021 tidak memenuhi target. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 37. Persentase Penurunan Sisa Perkara Pidana Khusus
Tahun 2020-2021

2020 0

2021 1

11. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tabel 38. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Persentase Perkara Yang Tidak 80 a5 118
Mengajukan  Upaya Hukum
Banding

67|Page



Indikator ini mengukur persentase tingkat penyelesaian perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum banding pada Tahun 2021. Nilai Persentase indikator ini

dapat diketahui dengan cara perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

)
Jumlah Perkara Diputus x100%

Realisasi :

20 Perkara/ 95 Perkara * 100% = 95%

Tabel 39. Jumlah Perkara Putus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
Tahun 2021

- Pidama | 89 N 88

- Perdata 6 2

(Sumber data : Laporan Tahun 2021)

Pada tabel diatas dapat dilihat perkara yang pidana dan perkara perdata masing-
masing yang tidak mengajukan upaya hukum banding berjumlah 83 dan 5 perkara,
dimana hampir 90% perkara pidana mengajukan upaya hukum banding, dan 100%
perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding. Sehingga pencapaian
kinerja dibandingkan dengan 2020 mengalami kenaikan. Nilai pencapaian dapat
dilihat pada data tabel dan grafik berikut ini :

Tabel 40. Persentase Perkara Pidana dan Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Banding

Persentase Perkara

Pidana dan Perdata
Yang Tidak

98% 118% 28%
Mengajukan Upaya

Hukum Banding
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Grafik 7. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

@ perdata
2021
M pidana

2020

Tabel 41. Pencapaian Perkara Putus yang Mengajukan/Tidak Upaya Hukum
Banding

2020 209 11 196 98 88 80

2021 91 6 35 80 95 110

> Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk
indikator ini pada tahun 2021 memiliki nilai pencapaian melebihi/meningkat dari
tahun sebelumnya. Merujuk pada Reviu Renstra Pengadilan Negeri Meureudu
2020-2024, nilai realisasi pada indikator ini untuk tahun 2021 bisa dicapai
melebihi dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian sebesar 110% untuk
indikator ini bisa terjadi karena hal-hal sebagai berikut : Adanya sumber daya
yang digunakan vaitu :
1) Sumber Daya Manusia : Hakim, Panitera Pengganti, Jury sita, serta para staf

kepaniteraan

2) Sarana dan Prasarana yang legkap dalam mendukung proses administrasi

dan persidangan
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3) Anggaran DIPA 03 TA.2021
» Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan dari pencapaian kinerja adalah

1) Dengan adanya rapat rutin serta monitoring dan evaluasi antara KPN dan
Para Hakim sehingga dapat membuat terciptanya kinerja yang baik
2) Adanya sharing sesame Hakim dalam meningkatkan kualitas

putusan/penetapan,

12. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tabel 42. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Persentase Perkara Yang Tidak a5 98 110

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini mengukur persentase tingkat penyelesaian perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum kasasi pada Tahun 2021. Nilai Persentase indikator ini

dapat diketahui dengan cara perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi
Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan

x100%

Realisasi :

94 Pe1r'k,¢:n'a/95 Perkara * 100% = 98%

Tabel 43. Jumlah Perkara Putus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Tahun 2021

- Pidana 89 33

- Perdata 6 6
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Pada Tahun 2021 jumlah perkara yang tidak mengajukan hukum kasasi baik perkara

pidana dan perdata sebanyak 88 perkara dan jumlah perkara yang putus adalah 91

perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah

sebesar 110%, maka jika dibandingkan Tahun 2020 indikator capaian naik sebesar

12%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dan grafik tersebut.

Tabel 44. Persentase Pencapaian Target Kinerja Perkara Pidana dan Perdata Yang
Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Persentase Perkara
Pidana dan Perdata
Yang Tidak

Mengajukan Upaya

Hukum Kasasi

98%

110%

12%

Grafik 8. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

2021

2020

@ perdata
M pidana
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Tabel 45. Persentase Perkara Pidana Yang ttidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Tahun 2020-2021

2020 209 7 102 o8 52 94
2021 89 3 86 85 98 110

Pada tahun 2021 jumlah perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
adalah sebanyak 86 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 89 perkara.
Persentase realisasi Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah
sebesar 98% maka capaiannya adalah 110%.

Tabel 46. Persentase Perkara Perdata Yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Tahun 2020-2021

2020 a8 0 98 100 100 100

2021 2 0 2 100 100 100

Pada tahun 2021 jumlah perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
adalah sebanyak 2 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 2 perkara.
Persentase realisasi Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah
sebesar 100% maka capaiannya adalah 100%.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk indikator
ini pada tahun 2021 memiliki nilai pencapaian melebihi dari tahun sebelumnya.
Merujuk pada Reviu Renstra Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2020-2024, nilai
realisasi pada indikator ini untuk tahun 2021 bisa dicapai melebihi dari target yang

telah ditetapkan.
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Pencapaian sebesar 110 % untuk indikator ini bisa terjadi karena pihak Terdakwa

atau Jaksa Penuntut Umum atau para pihak yang berperkara sudah menerima hasil

putusan dari Tingkat Pengadilan Negeri dan Tingkat Banding.

13. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Tabel 47. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Peninjauan Kembali

Persentase Perkara Yang Tidak 90 100 110

Mengajukan  Upaya  Hukum

Peninjauan Kembali

Indikator ini mengukur persentase tingkat penyelesaian perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada Tahun 2021. Nilai Persentase

indikator ini dapat diketahui dengan cara perhitungan sebagai berikut:

Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Jumlah Perkara yang Telah Diputus

x 100%

Realisasi :

95 Per:’f,ara/9 5 Perkara * 100% = 100%

Tabel 48. Jumlah Perkara Putus Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan

Kembali Tahun 2021

- Pidana 89 89

- Perdata 6 6

Pada Tahun 2021 jumlah perkara pidana yang tidak mengajukan hukum peninjauan

kembali adalah 89 dari 89 jumlah perkara yang putus dan jumlah perkara perdata
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yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 6 perkara dari 6
perkara yang putus. Sehingga jika dituangkan dalam pencapaian kinerja pada 2021
maka tidak terjadi kenaikan pencapaian target kinerja sebesar 10%. Berikut dapat

dijelaskan dalam tabel dan grafik tersebut:

Tabel 49. Persentase Perkara Pidana dan Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Peninjauan Kembali

Persentase Perkara Pidana dan
Perdata Yang Tidak Mengajukan 100% 110% 10%
Upaya Hukum  Peninjauan

Kembali

Grafik 9. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan
Kembaii

2021

@ perdata
M pidana

2020

94 96 98 100 102 104 106 108 110
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Tabel 50. Persentase Perkara Pidana Yang tidak Mengajukan Upaya Hukum
Peninjauan Kembali Tahun 2020-2021

2020 111 0 111 100 100 100

2021 88 = 39 100 100 100

Pada tahun 2021 jumlah perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum
peninjauan kembali adalah sebanyak 89 perkara dan jumlah perkara putus adalah
sebanyak 89 perkara. Persentase realisasi Perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum kasasi adalah sebesar 100% maka capaiannya adalah 100%.

Tabel 51. Persentase Perkara Perdata Yang Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan
Kembali Tahun 2020-2021

2020 111 - 111 100 100 100

2021 2 - 2 90 100 110

Pada tahun 2021 jumlah perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum
peninjauan kembali adalah sebanyak 2 perkara dan jumlah perkara putus adalah
sebanyak 2 perkara. Persentase capaian Perkara Perdata yang tidak mengajukan
upaya hukum peninjauan kembali adalah sebesar 110%.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk indikator

ini pada tahun 2021 naik sebanyak 10% dari tahun sebelumnya.
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14, Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Tabel 52. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

ersen Perkar Ana

Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Indikator ini mengukur persentase tingkat penyelesaian perkara pidana anak yang
diselesaikan dengan diversi pada Tahun 2021. Nilai Persentase indikator ini dapat

diketahui dengan cara perhitungan sebagai berikut:

jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

x 100%

Jumlah Perkara Pidana Anak

Realisasi :

1 Perkara/s Perkara * 100% = 20%

Perkara Pidana Anak di tahun 2021 adalah sebanyak 5 perkara, sedangkan perkara
pidana anak yang diselesaitkan dengan diversi adalah sebanyak 1 perkara yang masuk
pada bulan desember. Maka Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Perkara
Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi menunjukkan hasil capaian sebesar
110%. Target Indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui
Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 110%. Realisasi dan Capaian indikator
kinerja “Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi” pada Tahun 2021

ditampilkan pada tabel berikut :
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Tabel 53. Persentase Pencapaian Target Kinerja Perkara Pidana Anak Yang
Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2020-2021

Persentase Perkara Pidana Anak

Yang Diselesaikan  Dengan 100% 110% 10%

Diversi

Grafik 10, Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

2021

@ perdata
M pidana

2020

94 96 98 100 102 104 106 108 110

15. Index Kepuasan Pencari Keadilan

Tabel 54. Persentase Index Kepuasan Pencari Keadilan

Persentase  Index Kepuasan 85 90 106

Pencari Keadilan
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Indikator ini mengukur persentase Index Kepuasan Pencari Keadilan pada Tahun
2021. Nilai Persentase indikator ini dapat diketahui dengan cara perhitungan sebagai

berikut:

Jumiah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

x 100%

Jumlah Responden Pencari Keadilan

Realisasi :

185 Orang _
/204- Orang x 100% = 90%

Pengukuran kinerja ini bertujuan mengukur kinerja tingkat kepuasan pelanggan
terhadap pelayanan dari Pengadilan Negeri Meureudu yang dikoordinasikan oleh
seluruh ASN Pengadilan Negeri Meureudu.
Tahun 2021, Pengadilan Negeri Meureudu melakukan Survey Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap responden pencari keadilan yang sedang dan telah selesai
dalam proses berperkara. Survey ini dilakukan secara rutin dan berkala per semester,
dengan memakai system quisioner yang dilaksanakan ketika para pihak pencari
keadilan mendapat pelayanan dibagian pelayanan publik dan meja informasi
Pengadilan Negeri Meureudu.
Nilai hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021 berhasil
mendapatkan nilai 95,27 (Sangat Baik). Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval
IKM, Interval Konversi IKM, Mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut
KEP/25/M.PAN/2/2004 :

Tabel 55. Nilai Persepsi IKM

1,00-1,75 | 25-4375 | Tidak Baik

| D
2 1,76 -2,50 43,76 -62,50 C Kurang Baik
3 2,51-3,25 62,51 - 81,25 B Baik
4 3,26 -4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik
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Persentase Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
berdasarkan data survey Indeks Kepuasan Masyarakat.

Tabel 56. indeks Kepuasan Pencari Keadilan Tahun 2020-2021

142 Orang

2021 204 Orang 85 90 106

Realisasi pada Tahun 2020 adalah sebesar 85% sedangkan realisasi pada Tahun 2021
sebesar 106%. Dimana telah terjadi kenaikan capaian sebesar 21%. Hal ini terjadi
dikarenakan hasil survey responden pencari keadilan meningkat. Dikarenakan
petugas layanan Pengadilan Negeri Meureudu meningkatkan pelauanan kepada para
pencari keadilan dengan menindaklanjuti setiap hasil survey yang dinilai rendah dan
setiap hasil survey yang telah dilaporkan selalu diumumkan di website Pengadilan
Negeri Meureudu dan di lobi PTSP.

Tabel 57. Persentase Pencapaian Target Kinerja Index Responden Pencari Keadilan
Tahun 2020-2021

Persentase Index Responden

Pencari Keadilan 85% 106% 21%

7% |Page




Grafik 11. Persentase Index Pencari Keadilan

B Persentase Index Pencari
Keadilan

2021

2020

Peningkatan nilai capaian indikator sebesar 21% pada tahun 2021 ini disebabkan
Pengadilan Negeri Meureudu telah melaksanakan tindak lanjut atas nilai yang kurang
pada ruang lingkup pengukuran indeks kepuasan masyarakat pada tahun sebelumnya
yaitu tahun 2020 yaitu pada unsur prilaku petugas pelayanan dan kemampuan
petugas pelayanan. Selain itu, pada unsur-unsur sebelumnya sudah baik dilakukan
peningkatan sehingga nilainya menjadi lebaih baik pada tahun 2021.

Pengadilan Negeri Meureudu dalam rangka mempertahankan dan meningkatan nilai
indeks kepuasan masyarakat akan terus meningkatkan nilai dari unsur-unsur atau
ruang lingkup pengukuran indeks kepuasan pengguna layanan Pengadilan di

Pengadilan.
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Indikator ini mengukur persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim
kepada para pihak tepat waktu pada Tahun 2021. Nilai Persentase indikator ini dapat

diketahui dengan cara perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat wakitu

x 100%

Jumlah Perkara Pidana yang Diputus

Realisasi ;

89 Perkara/sg Perkara * 100% = 100%

Tabel 64. Jumlah Salinan Putusan Pérkara Pidana Yang Dikirim Tepat Waktu

Pidana 90 a9 89

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa semua perkara pidana biasa yang putus
telah dapat dikirmkan dengan tepat waktu baik melalui Direktori Putusan maupun
salinan putusannya kepada para pihak yang berperkara. Sebanyak 90 perkara yang
masuk telah diputus 89 perkara, dan salinan putusan perkara pidana yang dikirim
tepat waktu sebesar 89 perkara. Sehingga dapat dilihat pada pencapaian target
kinerja antara tahun 2020 dan tahun 2021 tidak ada penurunan maupun kenaikan
melainkan stabil pada 100%. Berikut data pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 65. Persentase Capaian Target Kinerja Salinan Putusan Perkara Pidana yang
dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2020-2021

Persentase Salinan Putusan
Perkara Pidana yang dikirim 100% 100% 0%
kepada Para Pihak Tepat Waktu
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Grafik 13. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para
Pihak Tepat Waktu 7

2021

H Persentase Salinan Putusan
Perkara Pidana yang Dikirim
kepada Para Pihak Tepat Wakiu

2020

0 20 40 60 80 100

Tabel 66. Persentase Jumlah Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu
Tahun 2019-2021

2019 84 84 100 100 100
2020 109 109 100 100 100
2021 89 89 100 100 100

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai realisasi dan pencapaian
untuk indikator ini pada tahun 2021 sama dengan tahun-tahun sebelumnya. merujuk
pada Reviu Renstra Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2020- 2024, nilai realisasi
tahun 2021 berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100 %. Adapun
hal-hal yang menyebabkan pencapaian ini adalah sebagai berikut
e Sumber daya yang digunakan :
1} Sumber Daya Manusia : Hakim, Panitera Pengganti, Juru sita, serta para
staf kepaniteraan
2) Sarana dan Prasarana yang lengkap dalam mendukung proses
administrasi dan persidangan

3) Anggaran DIPA 03 TA. 2020



e Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja :
1) Jurusita berkoordinasi dengan Panitera pengganti terhadap perkara yang telah
putus sehingga Jurusita dapat menjalankan pemberitahuan putusan tepat
waktu sesuai dengan SOP kepada para pihak.
2) Dengan adanya monitoring dan evaluasi rutin yang dilakukan Panitera serta
rapat Bulanan sehingga dapat memonitoring perkara-perkara yang akan putus
sehingga Panitera Pengganti dan Jurusita dapat berkoordinasi dan

mempersiapkan salinan putusan dan pemberitahuan putusan kepada pihak.

3. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Tabel 67. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Persentase Perkara ng ' T . n—

Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini mengukur persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada

Tahun 2021. Nilai Persentase indikator ini dapat diketahui dengan cara perhitungan

sebagai berikut:

Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi

x 100%

Realisasi :

WRexlamy 0 Perkara * 100% = 0%

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui
Mediasi pada tahun 2020 belum dapat memenuhi target rencana kinerja, terlihat
pada tabel diatas angka yang di targetkan adalah 5% sedangkan realisasinya hanya
0%, sehingga capaian untuk indikator ini adalah 0%. Keadaan ini dapat digambarkan

pada tabel dan grafik di bawah ini :
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Tabel 68. Persentase Capaian Target Kinerja Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Persentase

Perkara

yang

Diselesaikan Melalui Mediasi

0%

0%

Grafik 14. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

2021 ‘
M Persentase Perkara yang
. Diselesaikan Melalui Mediasi
2020
0 20 40 60 80
Tabel 69. Persentase Jumiah Perkara Perdata Gugatan yang Berhasil di Mediasi

2019 0 100 0 0
2020 13 100 62 62
2021 5 5 0 0
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Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai realisasi dan pencapaian
untuk indikator ini pada tahun 2021 menurun dibandingkan pada tahun 2020. hal ini

disebabkan oleh kedua belah tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai.

4. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang

Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Tabel 70. Persentase Berkas Perkata yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan
PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat dan Waktu

Persentase Berkas Perkata| 100 | 100 | 100
vang Dimohonkan Banding,
Kasasi dan PK yang Diajukan
Secara Lengkap dan Tepat
dan Waktu

Indikator ini mengukur Persentase Berkas Perkata yang Dimohonkan Banding, Kasasi
dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat dan Waktu pada Tahun 2021. Nilai

Persentase indikator ini dapat diketahui dengan cara perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK
yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

0,
Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK = 100

Realisasi :

2 Perkara/z Perkara 100% = 100%

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan
Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu berhasil
mencapai target yang telah di tentukan dalam rencana kinerja tahun 2021, dimana
target 100% ini menentukan capaian 100% pada indikator kinerja ini. Data-data

terkait indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 71. Jumlah Berkas Perkara yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Perdata 1 1 - 2
Pidana 6 3 - 9
Jumlah 7 4 - 11

Pada tabel di atas dapat di gambarkan jumlah masih masing upaya hukum baik
banding dan kasasi perkara perdata dan pidana tahun 2021 dimana ke semuanya itu
telah diajukan secara lengkap dan tepat waktu kepada Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Meureudu. Total ada 11 perkara yang dimohonkan upaya hukum diajukan
secara lengkap dan tepat waktu. Sedangkan untuk pencapaian kinerja dapat dilihat
pada tahun 2020 telah tercapai 100%, demikian pula untuk tahun 2021 tercapai

100% sebagaimana digambarkan oleh tabel dan grafik berikut ini :

Tabel 72. Persentase Berkas Perkata yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK
yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat dan Waktu

Persentase Berkas Perkata yang
Dimohonkan Banding, Kasasi 100% 100% 0%

dan PK yang Diajukan Secara

Lengkap dan Tepat dan Waktu
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Grafik 15. Persentase Berkas Perkata yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK
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Tabel 73. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Secara
Lengkap dan Tepat Waktu

2019 6 6 100 100 100
2020 18 18 100 100 100
2021 11 11 100 100 100

Pada grafik terlihat bahwa di indikator ini pencapaian kinerja menunjukkan
pencapaian penuh 100% selama 2 (dua} tahun berturut turut yaitu 2020 dan 2021.
Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk
indikator ini pada tahun 2020 stabil dengan tahun sebelumnya. Merujuk pada Reviu
Renstra Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2020-2024, nilai realisasi untuk indikator
ini di tahun 2021 yaitu 100 % dengan capaian 100% juga.

Adapun hal-hal yang menyebabkan pencapaian ini adalah sebagai berikut

e Sumber daya yang digunakan :
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1) Sumber Daya Manusia : Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta para staf
kepaniteraan
2) Sarana dan Prasarana yang lengkap dalam mendukung proses administrasi
3) Anggaran DIPA 03 TA. 2020
s  Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja :
1) Dengan adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala

memudahkan untuk selalu memoenitoring berkas yang dilakukan upaya hukum

5. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat
Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

Tabel 74. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang
Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

Persentase Putusan Perkarag

Menarik Perhatian Masyarakat
yang Dapat Diakses Secara Online

dalam Waktu 1 Hari Setetah Putus

Indikator ini mengukur Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian
Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus
pada Tahun 2021. Nilai Persentase indikator ini dapat diketahui dengan cara

perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat
Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus x 100%
jumliah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat

Realisasi :

1 Perkara/1 Perkara ® 100% = 100%
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Tabel 75. Jumlah Perkara yang Dapat Diakses secara Online

Perdata 75 75

Pidana 92 92

Keadaan pada data tabel diatas memperlihatkan bahwa seluruh perkara vang
menarik perhatian masyarakat putusannya dapat langsung di akses secara online

oleh masyarakat melalui Direktori Putusan (https://putusan3.mahkamahagung.go.id}

sehari setelah putusan perkara tersebut dibacakan, utamanya lagi kini telah ada

aplikasi ecourt (https://ecourt.mahkamahagung.go.id) khusus untuk perkara perdata

(permohonan, gugatan, dan gugatan sederhana) yang memungkinkan masyarakat
untuk mengikuti proses persidangan secara elitigasi, sehingga putusan/jawaban
dapat diakses langsung melalui aplikasi ecourt tersebut. Sebagaimana digambarkan
oleh tabel dan grafik berikut ini :

Tabel 76. Persentase Capaian Target Kinerja Putusan Perkara yang Menarik
Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari
Setelah Putus Tahun 2020-2021

Persentase

Putusan Perkara
yang Menarik Perhatian 100% 100% 0%
Masyarakat yang Dapat Diakses
Secara Online dalam Waktu 1

Hari Setelah Putus
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Grafik 16. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang
Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus
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Secara Online dalam Waktu 1
Hari Setelah Putus
2020

T T T T T

] 20 40 60 80 100

Hal ini menyumbang pencapaian kinerja tahun 2020 dan tahun 2021 tidak

mengalami pergeseran yaitu masih berada pada posisi 100%

Tabel 77. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian dan dapat diakses
secara online dalam waktu 1 hari setelah putus Tahun 2020-2021

2020 7 = 100 100 100

2021 1 1 100 100 100

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpuikan bahwa nilai pencapaian untuk
indikator ini pada tahun 2021 sama dengan tahun sebelumnya.

Merujuk pada Reviu Renstra Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2020- 2024, nilai
realisasi untuk indikator ini di tahun 2021 yaitu 100 % dimana berhasil melampaui

target yang ditetapkan yaitu sebesar 100 % dengan pencapaian 100 %.
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Adapun hal-hal yang menyebabkan pencapaian ini adalah sebagai berikut :
¢ Sumber daya yang digunakan :
1) Sumber Daya Manusia : Hakim, Panitera Pengganti, Juru sita serta para staf
kepaniteraan
2) Sarana dan Prasarana yang lengkap dalam mendukung proses administrasi
persidangan
¢ Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja :
1) Dengan adanya monitoring dan evaluasi sehingga dapat memonitoring
perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat
2) Telah diuploadnya putusan anomisasi untuk perkara yang bersifat tidak
dipublikasikan sehingga masyarakat bisa mengakses informasi yang

dibutuhkan.

SASARAN 3
MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN
Tabel 78. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan 1 0 0

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar 1 0 0
Gedung Pengadilan

¢. Persentase Pencari Keadilan Golongan 100 100 100
Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

RATA — RATA CAPAIAN KINERIA 33,33
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1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Tabel 79. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Persentase Perkara Prodeo yang 1 0 0
Diselesaikan

Indikator ini mengukur Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan pada Tahun
2021. Nilai Persentase indikator ini dapat diketahui dengan cara perhitungan sebagai

berikut:

Jjumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan
Jumlah Perkara Prodeo

x100%

Realisasi :

£ Perkara/ 0 Perkara * 100% = 0%

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan, tidak
dapat di tampilkan data capaiannya pada tahun 2021 ini disebabkan karena
Pengadilan Negeri Meureudu tidak mendapatkan alokasi pagu anggaran untuk
melaksanakan perkara prodeo (pembebasan biaya perkara), sehingga capaian 0%.

2. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung
Tabel 80. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung

Persentase Perkara yang 1 0 0
Diselesaikan di Luar Gedung

Indikator ini mengukur Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung pada
Tahun 2021. Nilai Persentase indikator ini dapat diketahui dengan cara perhitungan

sebagai berikut:

9% |Page



Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

x 100%

Uirenkaray 0 Perkara * 100% = 0%

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar
Gedung Pengadilan, juga tidak dapat di sajikan data data terkait indikator ini oleh
karena Pengadilan Negeri Meureudu tidak mempunyai sarana dan prasarana serta
pagu alokasi anggaran untuk melakukan persidangan perkara di luar gedung

pengadilan yang ada pada tahun 2021 ini, sehingga data capaian adalah 0%.

3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)

Tabel 81. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)

Persentase Pencari Keadilan 100 100 100
Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum {Posbakum)

Indikator ini mengukur Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)pada Tahun 2021. Nilai Persentase

indikator ini dapat diketahui dengan cara perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu

x 100%

Realisasi :
16 Perkara 0 = )
/ 16 Perkara * 100% =100%
Tingkat capaian indikator kinerja Persentase pencari keadilan tertentu yang
mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum} berhasil mencapai target kinerja
yang telah ditetapkan pada Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Tahun 2021 ini

alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 24.000.000 telah terealisasi 100% untuk
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membayar honor advokat/penasehat hukum yang bertugas di Ruang Posbakum
Pengadilan Negeri Meureudu. Berikut akumulasi kegiatan posbakum 2021 :

Tabel 82. Akumulasi Kegiatan Posbakum Tahun 2021

emberian informasi, kosuttai o 15 |
dan advis hukum - Pidana :1
Pembuatan dokumen hukum 1 - Perdata:15
Penyediaan informasi organisasi 0

bantuan hukum

Total 16 16

Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum
bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, golongan tertentu adalah masyarakat
miskin dan terpinggirkan (marjinal).

Pengadilan Negeri Meureudu pada tahun 2021 memiliki anggaran Pos Bantuan
Hukum dan telah membuat Nota kesepakatan antara Pengadilan Negeri Meureudu
dengan lembaga bantuan hukum YPB-HAM Pidie di kota Meureudu.

Penerima layanan posbakum adaiah kelompok masyarakat yang tidak mamp secara
ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang
memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan
bantuan pembuatan dokumen hukum vyang dibutuhkan. Pengadilan Negeri
Meureudu menyediakan ruangan bagi Petugas Pos bantuan hukum untuk
menjalankan tugasnya melayani masyarakat pencari keadilan, yaitu dapat berupa
pendampingan penasehat hukum, pemberian informasi dan bantuan pembuatan
dokumen.

Adapun sumber data yang digunakan dalam pencarian nilai realisasi indikator ini
adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan 2021 dan dapat disajikan pada tabel
berikut :

Data pada tabel diatas menunjukkan sebanyak 16 perkara di tahun 2021 ini berhasil
ditangani atau mendapat bantuan oleh para advokat di Posbakum Pengadilan Negeri

Meureudu, dan sebanyak 240 orang per jam layanan telah berhasil dibantu dalam hal
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pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum, bantuan pembuatan dokumen
hukum yang dibutuhkan dan penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum.
Data laporan tahunan 2021 jugé menunjtkkan

keberhasilan pencapaian target pada indikator kinerja ini dan target layanan 240
orang per layanan tetap terpenuhi.

Tabel 83. Persentase Capaian Target Kinerja Pencari Keadilan tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Persentase Pencari Keadilan

tertentu yang Mendapat 100% 100% 0%
Layanan Bantuan Hukum

(Poshakum)

Grafik 17. Persentase Pencari Keadilan tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan
Hukum {Posbakum)
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M Persentase Pencari Keadilan
Tertentu yang Mendapat
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Tabel 84. Persentase Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat

Layanan Bantuan Hukum

2019 4 ) 100 100 100
2020 3 3 100 100 100
2021 16 16 100 100 100

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk
indikator ini pada tahun 2020 sama dengan tahun sebelumnya. Merujuk pada Reviu
Renstra Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2020-2024, nilai realisasi untuk
indikator ini di tahun 2020 vaity 100 % dimana sama dengan target yang ditetapkan
dengan pencapaian 100 %.
Adapun hal-hal yang menyebabkan pencapaian ini adalah sebagai berikut
e Sumber daya yang digunakan :
1) Sumber Daya Manusia : Petugas Piket PosBakum
2) Sarana dan Prasarana yang lengkap dalam mendukung layanan PosBakum
3) Anggaran untuk layanan Posbakum diambil dari anggaran DIPA 03 TA. 2020
Pengadilan Negeri Meureudu dimana dibayarkan honor piket Posbakum
setiap bulannya.
o Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja
ini adalah :
1} Adanya akses infromasi melalui website, poster, dan brosur mengenai Pos
Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu
2) Setiap harinya petugas Posbakum selalu ada ditempat dengan menerapkan

piket secara bergantian setiap harinya.
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SASARAN 4
MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Tabel 85. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

| utusrara rdt yang | 0 “ 100 ] o 1 ]
Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
RATA — RATA CAPAIAN KINERIA 1]

Indikator ini mengukur Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti

(Dieksekusi} pada Tahun 2021. Nilai Persentase indikator ini dapat diketahui dengan

cara perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak ianjuti (Dieksekusi)

x 100%

Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sndah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Realisasi :

1 Perkara/1 Perkara * 100% = 100%

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak

lanjuti (Dieksekusi) belum mencapai target sesuai dengan Rencana Kinerja dan

Perjanjian Kinerja yang telah di tetapkan untuk tahun 2021 lalu. Dari 100% target

yang di tetapkan sudah tercapai seluruhnya, dikarenakan terdapat 1 perkara perdata

yang di mohonkan eksekusi di tahun 2021. Dari putusan perkara perdata yang di

mintakan eksekusi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 86. Jumlah Putusan yang Dimohonkan dengan Eksekusi

Perkara

Putus Tahun 2021

Jumlah putusan
yang dimchonkan

eksekusi

Putusan yang
ditindaklanjuti

dengan eksekusi

Perdata Gugatan

il

il
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Data pada tabel diatas menunjukan:

Tabel 87. Persentase Capaian Target Kinerja Putusan Perkara Perdata yang Ditindak

Persentase Putusan Perkara
Perdata yang Ditindak lanjuti 0% 100% 100%
{Dieksekusi)

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa selama tahun 2021 pada Pengadilan
Negeri Meureudu terdapat 1 Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Sigli yang di
delegasi ke Pengadilan Negeri Meureudu. Hal ini menyebabkan nilai realisasi pada
indikator kinerja ini adalah sebesar 1000% tidak sesuai dengan target yang telah
ditetapkan sebesar 100% sehingga niilai persentase capaian untuk indikator ini
adalah sebesar 100%.

Nilai pencapalan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat
pada tabel dan grafik berikut:

Grafik 18. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

2021

M Persentase Putusan
Petkara Perdata yang
Ditindaklanjuti { Dieksekusi)

2020

2019

o 0,2 04 0.6 0,8 1
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Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk
indikator ini pada tahun 2021 sama dibandingkan pencapaian pada tahun-tahun
sebelumnya. Merujuk pada Reviu Renstra Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2020-

2024, nilai realisasi untuk indikator ini di tahun 2021 yaitu 100%.
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C. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta untuk mencapai target saran
kinerja juga ditentukan oleh penyediaan Anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Tahun 2021 yang terdiri dari :

1. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan

Belanja Modal.

2. DIPA 03 Badan Peradilan Umum hanya mengalokasikan Belanja Barang

Berdasarkan Alokasi Anggaran Pengadilan Negeri Meureudu Tahun Anggaran
2021, Rincian Pagu Awal, Pagu Revisi, dan Realisasi Anggaran Untuk DIPA 01 dan
DIPA 03 adalah sebagai Berikut :

DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)

Tabel 88. Tabel Pagu dan Realisasi Badan Urusan Administrasi (01) Tahun 2021

No Kegistan Pag(t;:)wal Pag:lRI::;zvisi Reali?;spi)Pagu %

1 Belanja Pegawai 2.915.766.000 | 2.876.837.000 2.875.586.331 99,96

2 Belanja Barang 971.650.000 985.950.000 | 946.435,090 97,98

3 Belanja Modal 460.000.000 460.000.000 459.996.764 99,99
Total Pagu 4.347.46.000 4.322.,787.000 | 4.282.018.185 99,06%

~ Grafik 19. Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2021
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Grafik 20. Komposisi Anggaran Pegawai, Barang dan Modal

Belanja Modal;
450.772.764

A. BELANJA PEGAWAI

DIPA BUA (01) Tahun 2021

Tabel 89. Belanja Pegawai

KEGIATAN

PAGU

(Setelah Revisi)

REALISASI

1 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 579.022.000 976.106.800 99,91
2 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 20.000 19.973 99,87
3 511121 Belanja Tunjangan Suami/lstri PNS 67.276.000 67.275.700 99,99
4 511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 21.225.000 21.224.084 99,99
5 511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 25.200.000 25.200.000 100
6 511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1.245.360.000 1.245.360.000 100
7 511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 137.601.000 137.600.774 99,99
8 511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 59.964.000 59.963.760 99,99
9 511129 | Belanja Uang Makan PNS 190.134.000 188.886.000 99,34
10 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 16.035.000 16.035.000 100
11 511157 | Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 135.000.000 135.000.000 100

TOTAL BELANJA PEGAWAI 2.876.837.000 2.875.586.331 99,96
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B. BELANJA BARANG

Kegiatan

Tabel 90. Belanja Barang

Pagu

( Setelah Revisi)

Realisasi

1 521111 | Belanja Keperluan Perkantoran 440.550.000 430.150.000 97,64
2 521114 Eiir:ja Pengiriman Surat Dinas Pos 8.004.000 3.389.500 42,35
3 521115 | Belanja Honor Operasional Satker 38.520.000 38.400.000 99,69
4 521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya 33.298.000 33.298.000 100
5 521811 | Belanja B_arang Persediaan Barang 57.980.000 57.280.000 100
Konsumsi
6 522111 | Belanja Langganan Listrik 40.000.000 36.921.700 92,30
7 522112 | Belanja Langganan Telepon 5.760.000 5.729.925 99,48
8 522113 | Belanja Langganan Air 12.648.000 4.313.030 34,10
9 522141 | Belanja Sewa 129.600.000 121.033.333 93,39
10 523111 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan 101.600.000 101.599 895 99,99
Bangunan
11 523121 s::;ir:a Pemeliharaan Peralatan dan 71.750.000 71.749.707 99,99
12 524111 | Belanja Perjalanan Biasa 41.940.000 37.570.000 89,58
Total Belanja Barang 985.950.000 946.435.090 97,98

C. BELANJA MODAL

Tabel 91. Belanja Modal

Kegiatan

Pengadaan Peralatan Fasilitas

Pagu

(Setelah Revisi)

Realisasi

z _— Kantor
532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin 460.000.000 439.996.764 99,99
Total Belanja Modal 460.000.000 459.996.764 99,99
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DIPA DIRJEN BADAN PERADILAN UMUM {03}

Tabel 92. Pagu dan Realisasi Badan Peradilan Umum (03) Tahun 2021

Kegiatan Pagu Awal Pagu Revisi Realisasi Pagu

(Rp) (Rp) (Rp)

1 Belanja Pegawai

2 Belanja Barang 87.210.000 87.210.000 86.482.933 99,17

3 Belanja Modal -

Total Pagu 87.210.000 87.210.000 86.482.933 99,17

Grafik 21. Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2021

L " it e

8.329.410
Realisasi Pagu
. .210.000 i = Pagu Revisi
Belanja Barang .
B Pagu Awal
.210.000
0 500.000.000 1.000.000.000
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BELANJA BARANG

Tabel 93. Belanja Barang (03)
PAGU

KEGIATAN

(SETELAH

REVISI)

REALISASI

Poshakum
1 | 522131 | lasa Konsultan 24.000.000 24.000.000,- 100%
Penyelesaian Perkara Tepat Waktu
2 521114 | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 3.792.000 3.732.950 98.44%
3 521211 | Belanja Bahan 6.750.000 6.750.000 100%
4 521811 | Belanja Barang Persediaan 43.428.000 43.427.883 99,99%
5 524113 | Belanja Perjalanan Dalam Kota 9.240.000 8.572.000 92.77%
TOTAL BELANJA BARANG 87.210.000 86.482.933 99,17
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BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LkjlP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri
Meureudu Tahun 2021 merupakan Gambaran Capaian Kinerja yang akuntabel dan
dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam pelaksanaan

Tugas pokok dan fungsi sebagai Pengadilan Tingkat Pertama

Amanah yang diemban harus dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil guna
demi pencapain tujuan dan kualitas pelayanan keadilan bagi masyarakat pencari
keadilan dengan berprinsip biaya ringan, cepat dan tanpa adanya unsur

keberpihakan dan transparan.

Secara umum Pengadilan Negeri Meureudu telah dapat memenuhi target
kinerjanya walaupun ada beberapa hal yang harus selalu diperbaiki dengan lebih
fokus dan bertanggung jawab, walau dalam kenyaataannya situasi lingkungan

susah untuk diprediksi.

Keberhasilan maupun hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri

Meureudu dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan adalah prestasi dan semuanya sangat dicapai dengan kondisi
dimana adanya pemahaman yang kuat terhadap tugas dan fungsinya, suasana
kerja yang harmonis dan dinamis dengan perasaan saling memiliki instansi,
sumber daya manusia dan tersedianya alat kerja yang mencukupi.

Namun keberhasilan tidak dipandang sebagai kepuasan semata tapi ia akan
jadi titik terbawah penjagaan kualitas serta garis awal mengejar level
sempurna.

Keberhasilan yang dimaksud adalah :
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a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) baik teknis maupun
sekretariat telah berjalan dengan baik.

b. Penyelesaian perkara telah terlaksana dengan baik, apakah itu perkara
tahun berjalan maupun sisa perkara tahun lalu.

¢. Produktifitas Hakim yang sangat tinggi dengan tingkat kepuasan yang baik
pada putusan yang dihasilkan.

d. Perkara-perkara yang telah dipublikasikan dan berjalan secara

berkesinambungan.

. Kendala

Kendala adalah hal-hal yang pasti terpenuhi dalam pelaksanaan kegiatan baik

itu secara internal maupun secara eksternal.

Kendala diartikan persoalan, masalah-masalah, hal-hal yang mengganggu

dalam pencapaian target kerja atau tujuan.

Secara internal berhubungan dengan satuan kerja itu sendiri seperti :

1. Belum sesuainya jumiah pegawai dibandingkan dengan beban kerja yang
semakin meningkat dengan harapan pelaksanaan yang cepat tepat akurat
dan bernilai guna serta dapat diterima msayarakat serta akuntabel.

2. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik
sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) baik itu revisi yang
mengubah barcode DIPA maupun revisi POK yang berdampak pada
keterlambatan dalam penyerapan anggaran dan juga karena adanya

perubahan kebijakan dari Eselon | dan Pemerintah Republik Indonesia.

Pada Tahun 2021 ini Pengadilan Negeri Meureudu telah melakukan
beberapa revisi baik itu demi terwujudnya efektifitas dan efesiensi
anggaran serta alokasi kegiatan prioritas maupun karena perubahan
aturan atau adanya rencana penghematan anggaran dengan pemotongan
pagu.

3. Pagu Anggaran yang diberikan kepada Pengadilan Negeri Meureudu masih
sangat minim dibandingkan dengan target yang sungguh tinggi pada

satuan kerja Mahkamah Agung RI.

110iPage



Secara Eksternal

1. Perubahan kebijakan atau aturan pelaksanaan tanpa adanya sosialisasi
secara sempurna dan maksimal.

2. Perubahan kebijakan anggaran sehingga harus dilakukannya Revisi
anggaran yang berpengaruh pada perubahan anggaran maupun pada

akun anggaran.

B. SARAN

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan

menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Meureudu Klas Il

maka dipertkukan :

1. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dnegan formasi
yang dibutuhkan karena kekurangannya pegawai pada Pengadilan
Negeri Meureudu.

2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal (penambahan daya
listrik, meubeilair dan kendaraan dinas) dalam upaya pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasarana.

3. Adanya penambahan anggaran untuk pengadaan genset, yang mana
apabila terjadi penambahan, kantor Pengadilan Negeri Meureudu tidak
dapat melaksanakan kegiatan khususnya pada pelayanan publik yang

mengharuskan perangkat Tl tetap berjalan.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN




SK PEMBENTUKAN

TIM PENYUSUNAN LK;jIP
TAHUN 2021




PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

Manyang Lancok. Meurcudu, Kabupaten Pidie Jaya

Telp. (0653) 3485249. Fax. {D653) 3485250 Email pr.meurenduf@amail.com

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NOMOR : W1-U21/81/KPN MRN/SK/1/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH (LKjIP)

PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU,

1.

Bahwa Pengadilan Negeri Meureudu sebagai Badan
Peradilan Tingkat Pertamna, salah satu tugasnya adalah
memberikan pelayanan kepada publik di bidang hukum
secara akuntabel;

Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Mahkamah
Agung Nomor : 3112/SEK/OT 01.1/12/2021, Tanggal 13
Desember 2021, Perihal Reviu Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Tingkat Banding dan
Pengadilan Tingkat Pertama;

Bahwa untuk itu dipandang perlu menetapkan Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu tentang
Tim Penyusun LKjIP 2022 Pengadilan Negeri Meureudu ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian sebagaimana yang telah diubah dan
ditambah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun
1999;

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomeor 02 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor i4
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4359);

Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2015 tentang
Organisasi dan tata Xerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan;

Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2016 tentang
Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yan berada dibawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2016 tentang
Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
dibawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan;

Instruksi Presiden Rl No. 7 Tahun 1999 tentang



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur
Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11, Peraturan Materi Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birolaragi Nomor
09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah;
12, Peraturan Menteri negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan reformasi Birokrasi Nomor

20/M.Pan/05/2008 tentang petunjuk Penyusunan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penatapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Surat  Sekretaris Mahkamah  Agung Nomor
3112/SEK/OT 01.1/12/2021, Tanggal 13 Desember
2021, Perihal Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan
Tingkat Pertama;

MEMUTUSKAN

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Mencabut 8K Nomor : 49/KPN MRN/SK/1/2021 Tentang
Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instasi
Pemerintah Tahun 2021 Pada Pengadilan Negeri Meureudu;

Menunjuk Nama-nama yang tercantum pada lampiran surat
keputusan ini, untuk melaksanakan Penyusunan LKJIP
Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2021;

Tim melaksanakan Tugas Sesuai Arahan Ketua, Wakil Ketua,
Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Meureudu;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan,
dengan ketenfuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Meureudu
Pada tanggal : 06 Januari 2022
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Daftar

: Tim Penyusun
Pemerintah tahun 2021

Laporan Kinerja

Instansi

Pengadilan Negeri

Meureudu
Nomor W1-U21/81/KPN MRN/SK/1/2022
Tanggal 06 Januari 2022
NO. NAMA | JABATAN JABATAN | KET
! ! DALAM TIM }
1. | DENY SYAHPUTRA, .54, M.H Ketua Pengadilen Negeri | Pelindung,
NIP, 19750911 200112 1 005 Meureudu Penasehat.
2. | AHMAD RIZAL, 8. H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Koordinator.
NIP. 1978022 200212 1 006 Negeri Meuraudu
3. | DEDEK HERMAWAN, S.T, MLA.P Sekretaris Sekretaris
NIP. 19840307 200904 1 006 _
4. | ANGGA AFRIANSHA. AR, 5.H., M.H. | Hakim Pratama Muda | Anggota !
NIP. 19870415 201712 1 001 -
5. | ARIF KURNIAWAN, S.H. Hakim Pratama Anggota
NIP. 19891018 201712 1 006 | |
6. | RAHMANSYAH PUTRA Halkim Pratama Anggota
SIMATUPANG, S.H.
NIP. 19930529 201712 1 004
7. | ARYA MULATUA, 8 H, Hakim Pratama Anggota
NIP. 19931115 201712 1t 007
8. | WAHYUDI AGUNG PAMUNGKAS, | Hakim Pratamea Anggota
S.H.
NIP. 19940804 201712 1 002
9, | ZULFIKARUDDIN, S.H. Panitera Anggota
NIP. 19740110 199303 1 001
10. | ABIDAH, S.H. Panitera Muda Hukum | Anggota
NIP. 19671210 1993001 2 005
11. | IKHWANI, S.H. | Panitera Muda Pidana Anggota
NIP. 19800228 200912 1 005
12. | MUKMIN, S.E Kasubbag Umum dan Anggota
NIP, 19850920 201101 1 012 Keuangan
13. | KHAIRUL UMAM, S.Kom Kasubbag Kepegawaian, |Anggota
NIP. 19881023 201101 1 002 Organisasi dan
Tatalaksana
14. | SHINTA MIRANDA SORAYA, S.H. Panitera Pengganti Anggota
NIP. 19850215 200502 2 001
15. | FURQAN SAFRULLAH, A.Md Staf Perencanaarn, Anggota
NIP, 19930724 201903 1 009 Teknologi Informasi dan
Pelaporan
16. i IKA MONICA BR NAIBAHO, A.Md Staf Panitera Muda Anggota
{ NIP. 19960313 202012 2 012 ‘ Perdata




17. I AGNES CYNTIA MARBUN, A.Md ! Staf Perencanaan, Anggota
[ NIP. 19980725 202012 2 003 - Teknologi Informasi dan
| Pelaporan

Ditetapkan di : Meureudu
Pada tanggal : 06 Januari 2022
/- KETUA PENGADILAN NEGERI




PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU

' SKTIM
PENYUSUNAN REVIU

INDIKATOR KINERJA

‘ UTAMA (IKU)




PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

Manyang Lancok, Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya

Teip. (0653) 3485249. Fax. (0653) 3485250 Email pn. meureudu@gmail.com

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NOMOR : W1-U21/77/KPN MRN/SK/1/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Menimbang

Mengingat

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU,

1.

Bahwa Pengadilan Negeri Meureudu sebagai Badan
Peradilan Tingkat Pertama, salah satu tugasnya
adalah memberikan pelayanan kepada publik di

bidang hukum secara akuntabel;
Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris
Mahkamah Agung Nomor : 3112/SEK/OT

01.1/12/2021, Tanggal 13 Desember 2021, Perihal
Reviu Indikator Kinerja Utama (JKU) Pengadilan
Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
Bahwa untuk itu dipandang perlu menetapkan
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu
tenitang Tim Penyusun Revin Indikator Kinerja
Utama (IKU);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana yang telah
diubah dan ditarnbah dengan Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan
Tambahan Lembaren Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran WNegara Repuhlik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

Undang — Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 14
Tabun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 9, tambshan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 4359);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomeor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, dan Tambahan



Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2015
tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan;

10. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2016
tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yan berada

1. dibawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2016

tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan

Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan
1z Badan Peradilan dibawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2016

tentang Pedoman Penanganan Pengaduan;

Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang

13. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur
Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
3112/SEK/OT 01.1/12/2021, Tanggal 13 Desember
2021, Perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat
Pertama;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
TENTANG PEMBENTUK TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI MEUREUDLU;

Mencabut SK Nomor : 1750/KPN Mrn/SK/11/2021 Tentang
Pembentukan Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama
(IKU) Pada Pengadilan Negeri Meureudu;

Menunjuk petugas pengelola dalam lampiran surat
keputusan ini, untuk pelaksanaan reviu terhadap Indikator
Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Meureudu;

Tim Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk
melaksanakan Tugas Sesuai Arahen Ketua, Wakil Ketua,
Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Meureudu;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Meureudu

Pada tangeal : 06 Januari 2022
"KETUA PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU,

Y

TRA,



Lampiran ] Keputusan Ketua Pengadilan Neger Meurendu

Nomor

: W1-U21/77 /KPN MRN/SK/1/2022

Tanggal : 06 Desember 2022

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA {IKU}
PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NO. NAMA JABATAN JABATAN = KET |
DALAM TIM (
1. | DENY SYAHPUTRA, 8.H., M.H [Ketua Pengadilan | Pelindung/ B |
NIP. 19750911 200112 1 005 ! Negeri Meureudu | Penasehat. |
2. | AHMAD RIZAL, S.H., M.H. Walkil Ketua Koordintor,
NIP, 1978022 200212 1 006 Pengadilan Negeri
Meureudu
3. | DEDEK HERMAWAN, 5.T, Sekretaris Sekretaris
M.AP
NIP. 19840307 200904 1 006
4. | ANGGA AFRIANSHA. AR, S.H., | Hakim Pratama Anggota
M.H. Muda |
NIP. 19870415 201712 1 001 |
5. | ARTF KURNIAWAN, S.H. Hakim Pratama Anggota
NIP. 19891018 201712 1 006 J
6. | RAHMANSYAH PUTRA | Hakim Pratama Anggota
SIMATUPANG, S.H.
NIP. 19930529 201712 1 004
7. | ARYA MULATUA, S.H. Haldm Pratama | Anggota
NIP, 19931115 201712 1 007
8. | WAHYUDI AGUNG Hakim Pratama Anggota
PAMUNGKAS, 5.H.
NIP. 19940804 201712 1 002
9. | ZULFIKARUDDIN, S.H. Paniters, | Anggota
NIP. 19740110 199303 1 001
10. | ABIDAH, S.H. Panitera Muda Anggota
NIP. 19671210 1993001 2 005 | Hukum
11. | IKHWANI, S.H. Panitera Muda Anggota
NIP, 19800228 200912 1 005 | Pidana
12, | MUKMIN, S.E Kasubbag Umum | Anggota
NIP, 19850920 201101 1012 | dan Keuangan
13. | KHAIRUL UMAM, S.Kom Kasubbag Anggota
NIF. 19881023 201101 1 002 Kepegawaian,
Organisasi dan |
Tatalaksana J
14. | SHINTA MIRANDA SORAYA, Panitera Pengganti | Anggota
S.H. '
NIP. 19850215 200502 2 001 !




15. | FURQAN SAFRULLAH, A.Md Staf Perencanaan, | Anggota
NIP. 19930724 201903 1 009 | Teknologi
16. | IKA MONICA BR NAIBAHO, | Staf Panitera | Anggota

A.Md
NIP. 19960313 202012 2 012

| Muda, Perdata

17 | AGNES CYNTIA MARBUN,

A.Md
NIP. 19980725 2062012 2 003

Staf Perencanaan, | Anggota
Teknologi
Informasi dan
| Pelaporan

Ditetapkan di : Meureudu
Pada tanggal : 06 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI




SKTIM
PENYUSUN REVIU
RENSTRA TAHUN



PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KARUPATEN PIDIE JAYA
Manyang Lancok, Meureudu, Kabupaten Pidic Jaya
Telp. {(6653) 3485249, Fax. (0653) 3485250 Email po.meurendu(@gmail com

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
NOMOR : W1-U21/89/KPN MRN/SK/1/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2020 - 2024
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Menimbang : a. Bahwa Pengadilan Negeri Meureudu sebagai Badan
Peradilan Tingkat Banding, salah satu tugasnya adalah
memberikan pelayanan kepada publik di bidang hukum
secara akuntabel;

b. Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris
Mahkamah Agumng Nomor : 3112/8EK/OT
01.1/12/2021, Tanggal 13 Desember 2021, Perihal
Reviu Rencana Strategis (RENSTRA} Tahun 2020 - 2024;

¢. Bahwa untuk itu dipandang perlu menetapkan Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu tentang
Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undeng-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian sebagaimana yang telah diubah dan
ditambah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun
1999;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, danNepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomer 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang - Undang Nomor 3 Tshun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang — Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia. Nomor 4359);



Menetapkan
Kesaty

Kedua

Ketiga

6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5076) undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 112, dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2015 tentang
Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan;

8. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2016 tentang
Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yan berada dibawahnya;

9. Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2016 tentang
Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di
Linglkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
dibawahnya;

10. Peraturan Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan;

11, Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur
Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Petjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Nomor : Wi1-
U21/424/0T.01/1/2021, tanggal 26 Januari 2021 Tentang
Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun
2020-2024;

Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada
lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur
tiga dalam lampiran keputusan ini sebagal Tim Penyusun
Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024:

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan
perbaikan seperlunya,

Ditetapkan di : Meureudu
- Pada Tanggal 1 12 Januari 2022
/< KETUA PENGADILAN NEGERI
'3/ MEUREUDU,
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Lampira : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu

Normor

: W1-U21/89/KPN MRN/SK/1/2022

Tanggal : 12 Januari 2022

No. Nama /Nip Jabatan Jabatan Dalam Tim | Ket,
1. | Deny Syahputra, S.H., M.H.
Ketua Pelindung/Penasehat
NIP. 18750911 200112 1 005
2. | Ahmad Rizal. 8. H., M.H.
Wakil Ketua Ketua Tim
NIP. 1978022 200212 1 Q06
3. | Zulfikaruddin, S.H. ; ] Penanggung Jawab R
Panitera
NIP. 196104121983031008 | Kepaniteraan I
4. | Dedek Hermawan, S.T., M.A.P ] Penanggung Jawab | |
Sekretaris N J |
NIP. 198403072009041006 Kesekretariatan ? [
5. | Angga Afriansha AR, S,H., M.H. ‘ ]
Hakim Pratama Muda Anggota l
NIP. 19671210 199003 2 005
6. | Abidah S.H. )
Panitera Muda Hukum | Anggota
NIP. 19671210 199003 2 005
7. | Ikhwani, S.H. ;
NIP. 1980228 200012 1 005 | [anitera Muda Pidana | Anggota
8. | Mukmin, S.E. Kasubbag Umum dan
Anggota
NIP. 198509202011011012 Keuangan
9. | Khairul Umam, S.Xom Kasubbag Kepegawaian, it
0
NIP. 198810232011011002 Organisasi dan Tatalaksana
10. | Furgan Safrullah, A.Md Staf Perencanaan, TI [ J—
' (v}
NIP, 15930724 201903 1 009 Jr dan Pelaporan. .
11. | Ika Monica BR Naibaho, A,Md. | Staf Panitera Muda Amesoia ]
‘ o
NIP, 19960313 202012 2 012 ' Perdata BR
12. | Agnes Cyntia Marbun, A.Md Pengelola Sistem dan REEans
. £80
NIP. 1998(725 202012 2 003 1 Jaringan !
Ditetapkan di Meureudu
- Pada Tanggal 12 Japuari 2022

/5 KETUA PENGADILAN NEGERI
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